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Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan implementasi Program 
Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 di SMA N 11 
Yogyakarta dan 2) mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat 
implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakarta.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Teknik analisis data dari 
Milles dan Huberman meliputi reduksi data, display dan kesimpulan. Uji validitas 
data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi PIP melalui KIP, PIP 
dikomunikasikan pada event tertentu seperti workshop. Sumber daya peralatan 
memadai seperti komputer dan wifi. Jumlah pengelola PIP ada 2 orang. Informasi 
mengenai pengusulan dan pencairan dana sudah jelas. Peran sekolah antara lain 
pengusulan, sosialisasi, dan pembuatan surat keterangan. 2) Faktor yang 
mendukung: komunikasi, dukungan, sumber daya peralatan, dan informasi. Faktor 
yang menghambat: komunikasi, sumber daya modal dan akurasi data. 
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The aim of this research: 1) describe the implementation of Smart Indonesia 
Program (PIP) through Smart Indonesia Card (KIP) at 2015/2016 in SMA N 11 
Yogyakarta, 2) describe factors that support and hinder the implementation of PIP 
through KIP in SMA N 11 Yogyakarta. This research used qualitative approach 
with descriptive method. The data collection technique was observation, interview, 
and documentation. The data analysis technique used from Milles and Huberman 
model which is reduction, data presentation, and conclusion. Data validity test was 
by sourcs and technique. The result of the research showed that: 1) Implementation 
of PIP through KIP: PIP communicated at certain event such as workshop. 
Equipment resources are adequate such as computers and wifi. The number of PIP 
managers is two persons. Information on proposal and fund disbursement is also 
clear. Schools play a role in terms of proposal, socialization, and making a 
certificate. 2) Factors that support PIP: communication, support, equipment 
resources, and information. Factors that hinder PIP: communication, budget 
resources, and accurasi data. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua, konsep pendidikan 
untuk semua berarti mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi 
haknya, yaitu mendapat layanan pendidikan. Layanan pendidikan meliputi 
layanan pemerintah (pusat, kabupaten/kota dan dinas pendidikan) kepada 
masyarakat dan sekolah, layanan sekolah kepada masyarakat dan peserta didik 
dan layanan guru kepada peserta didik. Hak memperoleh layanan pendidikan 
ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum dalam 
UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu tiap warga negara Indonesia berhak atas 
pengajaran. 
Hak memperoleh pendidikan juga tercantum dalam UU No 20 tahun 
2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat 1 yaitu setiap warga 
negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 
bermutu. Karena mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan 
maka prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah demokratis dan 
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 
Dalam rangka pemerataan akses dan kesempatan pendidikan 
Pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program 
pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas 
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program 
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wajib belajar masih ditemui kendala yaitu ada peserta didik putus sekolah atau 
rentan putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau 
rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya 
kurang mampu sehingga orangtua tidak mampu membiayai pendidikan; yang 
terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan yang dengan 
keinginan sendiri tidak mau sekolah. Bila ditinjau dari sudut biaya, sebenarnya 
ada program sekolah gratis untuk pendidikan dasar. Sekolah gratis tersebut 
belum mampu menyelesaikan kasus putus sekolah atau rentan putus sekolah. 
Biaya masih menjadi alasan orangtua tidak menyekolahkan anaknya. Biaya 
yang ditanggung orangtua bukan sekedar biaya iuran sekolah, seragam, buku 
dan alat tulis melainkan biaya uang saku, transportasi dan lain-lain. Tingginya 
biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan 
sekolah dan angka putus sekolah (drop out).  
Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang menyediakan fasilitas 
pendidikan untuk masyarakat mulai pendidikan usia dini hingga pendidikan 
tinggi. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan program 
wajib belajar 12 tahun, setiap anak usia sekolah di kota Yogyakarta setidaknya 
mampu menempuh pendidikan minimal sampai pendidikan menengah atas. 
Program wajar 12 tahun ini juga masih menemui kendala yaitu adanya kasus 
putus sekolah atau rentan putus sekolah. Berdasarkan data dari BPS Provinsi 
DIY tahun 2015, jumlah peserta didik yang putus sekolah jenjang SD di 
Kabupaten  Gunung Kidul sebanyak  10 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 
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33 peserta didik, Bantul sebanyak 12 peserta didik, Sleman sebanyak 28 peserta 
didik dan Kota Yogyakarta sebanyak 1 peserta didik. 
Jenjang SMP jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten 
Gunung Kidul sebanyak 52 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 152 peserta 
didik, Bantul sebanyak 37 peserta didik, Sleman sebanyak 23 dan Kota 
Yogyakarta sebanyak 14 peserta didik. Untuk jenjang SMA jumlah peserta 
didik yang putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 13 peserta 
didik, Kulonprogo sebanyak 15 peserta didik, Bantul sebanyak 16 peserta 
didik, Sleman sebanyak 11 dan Kota Yogyakarta sebanyak 7 peserta didik. 
Sedangkan untuk jenjang SMK, jumlah peserta didik di kabupaten Gunung 
Kidul sebanyak 53 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 28 peserta didik, 
Bantul sebanyak 46, Sleman sebanyak 31 peserta didik dan kota Yogyakarta 
sebanyak 162 peserta didik. 
Untuk jenjang sekolah yang berada di bawah naungan non Dinas 
Pendidikan jumlah peserta didik yang putus sekolah untuk jenjang SD-MI di 
Kabupaten Gunung Kidul terdapat 2 peserta didik, Kulonprogo terdapat 8 
peserta didik, Bantul sebanyak 3 peserta didik, Sleman dan Kota Yogyakarta 
tidak ada. Untuk jenjang SMP-MTs di kabupaten gunung Kidul terdapat 6 
peserta didik, Kulonprogo terdapat 3 peserta didik, Bnatul 5 peserta didik, 
Sleman 5 peserta didik dan Kota Yogyakarta tidak ada. Untuk jenjang SMA-
MA jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul tidak 
ada, Kulonprogo sebanyak 1 peserta didik, Bantul sebanyak 2 peserta didik, 
Sleman sebanyak 6 peserta didik, dan Kota Yogyakarta sebanyak 6 peserta 
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didik. Total keseluruhan jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten 
Gunung Kidul sebanyak 136 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 240 peserta 
didik, Bantul sebanyak 121 peserta didik, Sleman sebanyak 105 peserta didik 
dan Kota Yogyakarta sebanyak 190 peserta didik. (Diakses dari: 
http://www.bps.go.id/ pada Rabu, 18 Januari 2017 pukul 12:09 WIB). 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta didik yang 
putus sekolah di Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan dengan 
Kabupaten Gunung Kidul, Kulonprogo, Bantul, dan Sleman dan pada jenjang 
SMK. Hal ini masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 
untuk menekan angka drop out.  
Salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar melalui Kartu 
Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan 
biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak 
mampu. Program Indonesia Pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia 
Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran 
dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong 
implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun.  
PIP menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan 
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Pelatihan). (Diunduh dari: http://dindik.babelprov.go.id/  pada Selasa, 20 
September 2016 pukul 12:00 WIB). 
Salah satu SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang melaksanakan PIP 
melalui KIP adalah SMA N 11 Yogyakarta. Peserta didik yang memperoleh 
PIP melalui KIP pada tahap 1 dan 2 sebanyak 9 peserta didik, untuk tahap 4 
dan 5 sebanyak 4 peserta didik. Jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP 
tidaklah sama dengan jumlah yang diusulkan.  Hal ini disebabkan jumlah dana 
yang terbatas tetapi jumlah penerima banyak sehingga belum tentu yang 
diusulkan memperoleh PIP.  
Penelitian ini penting dilaksanakan dikarenakan Program Indonesia 
Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pendidikan menengah 
universal atau pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang 
bermutu dan mampu meningkatkan partsipasi pendidikan. Diharapkan dengan 
adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dan sekolah mampu membuat kebijakan 
yang tepat dalam mengontrol implementasi Program Indonesia Pintar agar 
tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian 
dilaksanakan di SMA N 11 Kota Yogyakarta dengan pertimbangan banyaknya 
peserta didik yang memperoleh beasiswa dan rekomendasi dari pengelola PIP 






B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 
masalah adalah sebagai berikut: 
1. KIP belum mampu didistribusikan secara serempak mengingat 
membutuhkan waktu dan juga kesesuaian data penerima. 
2. Keterlambatan pencairan dana PIP. 
3. Jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP tidaklah sama dengan jumlah 
yang diusulkan. 
4. Pengusulan melalui jalur fraksi masih kurang tepat sasaran dikarenakan 
latar belakang orangtua peserta didik yang diusulkan adalah Pegawai 
Negeri Sipil. 
5. Dinas Pendidikan dan sekolah sulit mengontrol atau mengawasi 
penggunaan dana PIP. 
C. Batasan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dibatasi pada 
implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar di 
SMA N 11 Kota Yogyakarta. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang 
diajukan adalah: 
1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu 
Indonesia Pintar di SMA N 11 Kota Yogyakarta? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PIP melalui 
KIP di SMA N 11 Yogyakarta? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar melalui 
Kartu Indonesia Pintar di SMA N 11 Kota Yogyakarta. 
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
implementasi  Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di 
SMA N 11 Kota Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan 
dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan dijadikan 
sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan studi implementasi kebijakan 
serta mendukung penelitian sebelumnya.  
2. Manfaat Praktis: 
a. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, hasil penelitian 
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan 
monitoring dan evaluasi PIP di daerah Kota Yogyakarta dan menjadi 
masukan untuk menganalisis hambatan yang terjadi selama pelaksanaan PIP 
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dan kesesuaian pelaksanaan PIP dengan petunjuk teknis yang telah 
ditetapkan. 
b. Bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk 
mengevaluasi pelaksanaan PIP sehingga dapat dicarikan solusi untuk 
perbaikan pelaksanaan beasiswa selanjutnya. 
c. Bagi mahasiswa, adanya penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 





















A. Deskripsi Teori 
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
a. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan lahir melalui proses yang panjang. Menurut Andersen dkk 
(2008:186) proses kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi kebijakan, 
adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Untuk Indonesia rencana 20% 
keberhasilan, implementasi 60% dan 20% adalah bagaimana kita 
mengendalikan implementasi, mengendalikan implementasi berkaitan agar 
pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan 
mengurangi resiko kegagalan implementasi kebijakan.  Implementasi 
kebijakan adalah hal yang paling berat dikarenakan masalah-masalah yang 
kadang tidak ada dalam konsep muncul di lapangan.   
Menurut Wibawa dalam M. Hasbullah (2014:92) yang dimaksud 
dengan implementasi kebijakan adalah pengejawantahan keputusan mengenai 
kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, 
namun juga berbentuk instruksi atau keputusan yang penting. Keputusan 
tersebut menjelaskan masalah-masalah yang akan ditangani, tujuan yang akan 
dicapai dan menggambarkan proses implementasi.  
Sementara Sanusi dalam M. Hasbullah (2014:93) menggambarkan 
implementasi sebagai proses menjalankan, menyelenggarakan dan 
mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang 
berlaku. Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan program atau 
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kegiatan berdasarkan pilihan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang didukung oleh sarana dan prasarana dan aktor pelaksanana 
kebijakan yang kompeten.  
Lebih lanjut Jones mengartikan implementasi sebagai Getting the  job 
done and doing it. Menurut Jones pelaksanaan implementasi menuntut adanya 
syarat yaitu orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional yang 
dalam hal ini sering disebut resourse. Hakikat dari implementasi kebijakan 
adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dinyatakan 
berlaku (Joko Widodo, 2006: 86). Maksud dari memahami antara lain meliputi 
usaha-usaha mengadministrasikannya dan dampak nyata yang ditimbulkan 
pada masyarakat atau kelompok sasaran. 
Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan implementasi kebijakan pendidikan adalah kegiatan 
pelaksanaan suatu kebijakan atau program pendidikan berdasarkan undang-
undang yang memperhatikan sumberdaya, tujuan, strategi dan hasil atau 
dampak yang muncul setelah program dinyatakan berlaku. 
 
b. Teori Implementasi Kebijakan 
Teori mengenai implementasi kebijakan pendidikan sangat beragam 
dari beberapa pakar. Pakar-pakar tersebut antara lain: George C. Edwards III, 
Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald Van 
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Meter dan Carl Van Horn. Berikut beberapa teori implementasi kebijakan 
menurut pakar tersebut: 
1) Teori Elmore. Teori Elmore dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor 
yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada aktor 
tersebut mengenai tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang 
dimiliki. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sudah ditentukan mengenai 
tujuan yang akan dicapai, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan 
tersebut, dan hubungan atau relasi dengan lembaga-lembaga yang mampu 
mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Adanya tujuan, strategi serta 
lembaga yang mendukung akan memperjelas pelaksanaan kebijakan. 
(Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 221). 
2) Teori Grindle. Teori Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasi. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang dipengaruhi oleh 
kebijakan; jenis manfaat yang akan dihasilkan; derajad perubahan yang 
diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; pelaksana program dan 
sumber daya yang dikerahkan. Konteks implementasi meliputi: 
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik 
lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap (Tilaar dan Riant 
Nugroho, 2008:221). 
3) Teori Edward. Edward dalam Joko Widodoo (2006:) menyarankan untuk 
memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi 
efektif antara lain communication, resource, disposition or attitude dan 
bureaucratic structure. Aspek pertama, komunikasi kebijakan adalah 
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proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 
pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi 
yaitu dimensi transformasi (transmisi), kejelasan dan konsistensi. Dimensi 
transformasi (transmisi) yaitu kebijakan tidak hanya disampaikan kepada 
pelaksana kebijakan saja akan tetapi juga kepada kelompok sasaran 
kebijakan dan pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak 
langsung. Dimensi kejelasan yaitu kebijakan yang ditransmisikan kepada 
para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang 
terkait kebijakan mampu diterima secara jelas sehingga mereka 
memahami apa yang dimaksud, tujuan dan sasaran serta konten dari 
kebijakan tersebut. Apabila kebijakan yang ditransmisikan tidak jelas, 
maka mereka tidak tahu apa yang akan dipersiapkan dan dilakukan untuk 
mencapai tujuan. Hal ini juga ditegaskan oleh Van Meter dan Van Horn 
yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan dikarenakan adanya standar 
dan sasaran kebijakan yang jelas tidak menimbulkan multi interpretasi 
maupun konflik. Variabel standar dan sasaran kebijakan akan 
mempengaruhi karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor. 
(Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf  pada 
Jumat, 3 Februari 2017 pukul 12:00 WIB). 
Aspek kedua, sumber daya memainkan peran penting dalam 
implementasi kebijakan. Kebijakan pendidikan tidak akan berjalan efektif 
apabila kebijakan kurang mempunyai sumber daya yang mendukung. Sumber 
daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya 
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peralatan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sumber 
daya manusia adalah kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan bergantung pada 
sumber daya manusia yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan, selain 
itu sumber daya manusia harus cukup jumlahnya, mempunyai kecakapan dan 
keahlian untuk melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan atasan. Agar 
pelaksanaan kebijakan efektif, maka perlu adanya ketepatan dan kelayakan 
antara jumlah staf yang dibutuhkan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas 
pekerjaan yang diberikan.  
Jika jumlah staff tidak cukup berarti peraturan tidak ditegakkan, 
pelayanan tidak disediakan dan peraturan yang digunakan tidak dapat 
dikembangkan. Selain sumber daya manusia yang mempengaruhi efektifitas 
pelaksanaan kebijakan adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan 
untuk keberlangsungan kebijakan. Dana atau anggaran yang terbatas akan 
mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan para 
pelaku kebijakan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal 
sehingga pelaksanaan program menjadi terganggu. Pada akhirnya akan 
mempengaruhi sikap dan perilaku pelaku kebijakan. Selanjutnya sumber daya 
peralatan adalah sarana untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan 
yang meliputi gedung, tanah, dan segala sarana yang memudahkan dalam 
proses pelayanan implementasi kebijakan. Edward menegaskan bahwa fasilitas 
yang terbatas akan menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan karena 
pelaku kebijakan akan kesulitan memperoleh informasi yang akurat, tepat dan 
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terpercaya. Sumber daya yang tak kalah penting adalah sumber daya informasi 
dan kewenangan. Informasi yang relevan dan cukup akan menjadi pedoman 
dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi ini berguna untuk menyadarkan para 
pelaku kebijakan agar mematuhi dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
Edward menegaskan bahwa kewenangan yang cukup akan mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan. Aspek sumberdaya juga dipertegas oleh Van Meter dan 
Van Horn dimana sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia 
dan non sumber daya manusia yang antara lain sumber daya fasilitas, dana dan 
informasi. (Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf  pada 
Jumat, 3 Februari 2017 pukul 12:00 WIB). 
Aspek yang ketiga, disposisi adalah kecenderungan, keinginan atau 
kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan (Edward III dalam 
Joko Widodo, 2006:12). Apabila implementasi ingin efektif dan efisien, maka 
para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dikerjakan 
tetapi juga mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Van 
Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan salah satunya adalah disposisi implementor, disposisi 
implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni: respons implementor 
terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan 
kebijakan; kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; dan intensitas 
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 
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(Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf  pada Jumat, 3 
Februari 2017 pukul 12:00 WIB). 
Aspek keempat, struktur birokrasi memegang peran penting dalam 
implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup struktur organisasi, 
pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dan 
hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup 
dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang memudahkan dan 
menyeragamkan tindakan pelaku kebijakan. Dimensi fragmentasi akan 
membatasi kemampuan pejabat tertinggi dalam mengkoordinasi sumberdaya 
yang relevan dan  tidak jelasnya standar operasional akan mengakibatkan 
kegagalan implementasi.  
Hal ini juga diperkuat dari teori Van Meter dan Van Horn pada variabel 
hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah 
program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, 
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 
program. (Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf  pada 
Jumat, 3 Februari 2017 pukul 12:00 WIB). Seperti yang sudah dijelaskan 
bahwa aktor pelaksana kebijakan tidak hanya satu instansi melainkan beberapa 
instansi seperti pelaksanaan PIP melalui KIP, aktor pelaksana kebijakan 
meliputi direktorat teknis, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan 
kota/kabupaten, sekolah dan lembaga penyalur. 
Peneliti memilih teori implementasi dari Edward dikarenakan model 
implementasi dari Edward bertahap dan lebih rinci dibandingkan dengan teori 
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implementasi dari tokoh lain dan menurut peneliti empat aspek yang 
disebutkan oleh Edward (komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi dan 
struktur birokrasi) adalah faktor inti pendukung implementasi suatu kebijakan. 
 
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Dalam melaksanakan suatu kebijakan perlu memperkirakan faktor-
faktor yang mampu mendukung proses keberhasilan dan kegagalan 
implementasi kebijakan sehingga aktor pelaksana dan perumus kebijakan dapat 
meminimalkan kegagalan dan memaksimalkan proses implementasi kebijakan. 
Menurut Arif Rohman (2012: 115) terdapat tiga faktor yang menjadi sumber 
kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: 
1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan. Faktor ini berkaitan 
dengan rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh pengambil keputusan. Hal 
ini berkaitan dengan rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuannya tepat 
atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah 
diinterpretasikan atau tidak dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Dalam 
perumusan kebijakan perlu dicapai konsensus dahulu tentang tujuan-tujuan 
dan informasi untuk mencapai tujuan.  
2) Personil Pelaksananya. Personil berkaitan dengan tingkat pendidikan, 
pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaaan diri. 
Kebiasaan-kebiasaan serta kemampuan kerjasama dari para aktor pelaksana. 
3) Organisasi Pelaksana. Biasanya berkaitan dengan jaringan sistem, hirarki 
kewenangan masing-masing, model distribusi pekerjaan, gaya 
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kepemimpinan dari pemimpin organisasi, aturan main yang digunakan, 
target masing-masing tahap yang diharapkan, dan model monitoring yang 
biasa digunakan, serta cara evaluasi yang dipilih. 
Pada dasarnya tujuan implementasi kebijakan adalah untuk 
menetapkan agar arah kebijakan dalam perumusan kebijakan dapat 
direalisasikan sebagai hasil kebijakan. Untuk mencapai hal tersebut Jan Merse 
dalam M. Hasbullah (2015:95-96) memaparkan faktor-faktor yang dapat 
menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan antara lain sebagai 
berikut: 
1) Informasi. Informasi diperlukan untuk menyatukan pemahaman, visi dan 
misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi hendaknya diberikan 
secara terus-menerus untuk menghindari kesalah pahaman tentang 
kebijakan yang dirumuskan. Kurangnya informasi akan menyebabkan 
gambaran yang kurang tepat kepada objek kebijakan maupun pelaksana 
kebijakan. 
2) Isi kebijakan. Isi kebijakan hendaknya tegas dan jelas serta memuat 
seluruh kepentingan pengguna kebijakan. Kegagalan implementasi dapat 
dikarenakan isi kebijakan yang samar dan kurang tepat.  
3) Dukungan. Dukungan dapat berupa fisik dan nonfisik. Ketika suatu 




4) Pembagian Potensi. Pembagian potensi berkaitan dengan koordinasi 
masyarakat yang luas. Koordinasi menjadi titik tentu keberhasilan 
pelaksanaan kebijakan. 
2. Kemiskinan 
Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seeorang, keluarga atau 
anggota masyarakat tidak mempunyai kemmapuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara wajar seperti anggota masyarakat lain (Abdulsyni, 
2012:190). Kemiskinan terjadi karena adanya lembaga dalam masyarakat yang 
tidak berfungi dengn baik yaitu lembaga ekonomi. Faktor ekonomi sering 
dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan dalam masyarakat. 
Terdapat kebuthan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin antara 
lain orang miskin tidk mempunyai kekayaan produktif selin kekuatan jasmani. 
Perkembangan dan terpeliharanya kekayaaan tersebut tergantung pada 
semakin baiknya kesempatan untuk memeperoleh layanan umum seperti 
pendidikan, perawatan kesehtaan dan penyediaan aitr yang pada umumnya 
tidak tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan dan peningkatan 
pendapatan kaum miskin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila 
barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka tidak tersedia. 
(Abdulsyani, 2012:191) 
Pada umumnya kemiskinan dikategorikan dalam tiga unsur antara 
lain kemiskinan yang disebabkan handicap badaniah atau mental; kemiskinan 
yang disebabkan oleh bencana alam; dan kemiskinan buatan. Kemiskinan 
buatan sering dibet dengan kemiskinan struktural, kemiskinan ini timbul akibat 
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struktur-struktur dalam masyarakat seperti struktur ekonomi, politik, sosial 
atau kultur. Kemiskinan struktural menjadi udaya yang mempunyai struktur 
dan turun temurun melalui jalur keluarga. Para teoritis kemiskinan 
mengelompokkan pendekatan kemiskinan menjadi tiga macam pendekatan 
yaitu: 
a. Pendekatan kultural.  
Pendekatan ini dikemukakan oleh antropologi Oscar Lewis bahwa 
kemiskinan adalah suatu budaya yang disebabkan oleh penderitaan ekonomi 
yang lama (pada msa penjajahan) atau akibat pemerintahan yang korup dan 
otoriter sehingga menjadikan masyarakat dengan ciri-ciri budaya sebagai 
berikut: 
1) Sistem ekonomi yang ada berorientasi pada keuntungan belaka bukan 
berorientasi pada kesejahteraan sosial. 
2) Angka pengangguran tinggi dan tidak memiliki keahlian, sehingga apabila 
diberdayakan sulit terangkat. 
3) Upah yang berlaku dalam sistem kepegawaian sangat rendah. 
4) Masyarakat miskin tidak memiliki kekuatan dalam organisasi politik, 
ekonomi dan sosial karena adanya dominasi kaum kapitalis. 
5) Terbentuknya kelas masyarakat yang dominan yang mendominasi segala 
sumber daya yang membentuk hegemoni kekuasaan.  
Solusi bagi kemiskinan pendekatan kultural adalh perlu membangun 
organisasi untuk menyatukan orang miskin baik dalam bentuk gerakan 
religius atau warna ideologi yang memberikan harapan serta mengikat 
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solidaritas dengan kata lain perlu dikembangkan gerakan kemampuan 
berpretasi untuk mengubah budaya miskin. 
b. Pendekatan struktural.  
Pendekatan ini dinyatakan oleh Charles Valentine bahwa 
kemiskinan sebagai akibat situasi struktur sosial yang menekan sehingga 
kehilangan peluang kegiatan ekonominya. Valentine beranggapan ada 
kelompok dalam masyarakat tertentu dengan status dan peranan menekan 
sebagian besar masyarakat dari kelompok masyarakat ersebut sehingga 
kehiangan peluang kegiatan ekonominya. Solusi untuk mengatasi kemiskinan 
ini yaitu perlu adanya perubahan dalam hal penyediaan sumber bagi 
kelompok miskin, melakukan perubahan struktur sosial masyarakat dan dan 
melakukan perubahan dalam subkultur masyarakat. 
c. Pendekatan interaksional-kultur  
Pendekatan interaksional-kultur dengan struktur sosial yang 
dinyatakan oleh Herbert J. Gans bahwa kemiskinan timbul sebagai akibat 
hasil interaksi antara faktor kebudayaan yang sudah tertanam dalam diri orang 
miskin dengan faktor situasi yang menekan. Adanya masyarakat miskin 
sebagai warisan dari generasi sebelumnya sedangkan lainnya miskin itu 
berlangsung secara periodik. Sebagian orang ada yang bertambah miskin dan 
sebagian lagi ada yang bertambah baik kehidupannya. Solusi untuk 
kemiskinan yaitu menggunakan kesempatan yang ada disertai usaha 




Berikut salah satu contoh usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka 
memberdayakan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan:  
1) Program Indonesia Pintar 
a. Pengertian dan Tujuan Program Indonesia Pintar 
Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya 
pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. 
Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 
melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar 
(KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari 
program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong 
implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. 
PIP menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan 
Pelatihan).  
Tujuan dari program ini antara lain: meningkatkan akses bagi anak 
usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan 
pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah 
Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari 
kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan 
akibat kesulitan ekonomi, menarik peserta didik putus sekolah (drop out) atau 
tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di 
sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
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(PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan (LKP)/ Balai Latihan Kerja (BLK) 
atau satuan pendidikan nonformal lainnya. (Diunduh dari: 
http://dindik.babelprov.go.id/ pada Selasa, 20 September 2016 pukul 12:00 
WIB). 
b. Sasaran Program Indonesia Pintar 
Sasaran PIP adalah anak yang berusaia 6 sampai 21 tahun yang 
merupakan:  
1) Penerima BSM 2014 pemegang KPS; 
2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu 
Keluarga Sejahtera/Kartu Indonesia Pintar yang belum menerima BSM 
tahun 2014; 
3) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan; 
4) Peserta didik yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu dari panti sosial /panti 
asuhan; 
5) Peserta didik yang terkena dampak bencana  alam; 
6) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan 
kembali bersekolah; 
7) Peserta didik dari keluarga miskin/ rentan miskin yang terancam putus 
sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti 
kelainan fisik, korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik dan 
keluarga terpidana berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara 
yang tinggal serumah; 
 23 
 
8) SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian (bidang 
agrobisnis, agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan 
pelayaran/kemaritiman; dan 
9) Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal 
lainnya. 
c. Besaran Dana Program Indonesia Pintar 
Besaran dana PIP tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
1) Jenjang SD/Paket A untuk peserta didik kelas I, II, III, IV dan  V diberikan 
dana untuk satu semester sebesar Rp 450.000,- dan peserta didik kelas VI 
diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,- 
2) Jenjang SMP/Paket B untuk peserta didik kelas VII dan VIII diberikan 
dana sebesar Rp750.000,- dan peserta didik kelas XI diberikan dana 
sebesar Rp375.000,-. 
3) Jenjang SMA/Paket C untuk peserta didik kelas X dan XI diberikan dana 
sebesar Rp1.000.000,- dan peserta didik kelas XII tahun ajaran 2014/2015 
diberikan dana sebesar Rp500.000,- 
4) Jenjang SMK untuk peserta didik kelas X dan XI diberikan dana sebesar 







d. Prinsip Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar 
Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 
1) Efisien: Diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk 
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
2) Efektif:  Harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi 
manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 
3) Transparan: Menjamin adanya keterbukaan yang  memungkinkan 
masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP. 
4) Akuntabel: Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. 
5) Kepatutan: Penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara 
realistis dan proporsional. 
6) Manfaat: pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas 
nasional. (Diunduh dari: http://dindik.babelprov.go.id/  pada Selasa, 20 
September 2016 Pukul 12:00 WIB) 
Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar terdapat kartu yang 
digunakan untuk mendukung program tersebut, kartu tersebut adalah Karu 
Indonesia Pintar (KIP). KIP diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk 
menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga 
pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat 
Program Indonesia Pintar (PIP) bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok 
pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan 
maupun kursus. KIP yang dibagikan ke masyarakat berdasarkan hasil sensus 
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penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, mengenai siapa yang 
berhak memperoleh kartu tersebut sistem yang memilih. KIP mendorong 
pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan 
untuk kembali bersekolah dan menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang 
pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.  
Peserta didik yang sudah menerima KIP wajib memberikan konfirmasi 
kepada sekolah dengan cara menyerahkan fotocopi Kartu Indonesia Pintar. Hal 
tersebut dapat digunakan untuk proses pencairan dana dan validasi data 
penerima KIP. Apabila terdapat peserta didik dari keluarga yang kurang mampu 
belum memperoleh KIP, maka peserta didik tersebut dapat menggunakan KKS 
atau KPS (Kartu Perlindungan Sosial) untuk memperoleh manfaat Program 
Indonesia Pintar dengan cara sebagai berikut: 
1) Membawa KKS/KPS yang dimiliki beserta dokumen yang mendukung 
seperti Kartu Keluarga/KK atau Surat Keterangan yang menyatakan anak 
sebagai anggota keluarga KPS/KKS (jika anak/keluarga tidak memiliki 
KK) ke sekolah/madrasah tempat anak terdaftar. 
2) Sekolah/madrasah akan mencatat data anak tersebut ke dalam daftar calon 
penerima KIP untuk kemudian direkap ke Dinas Pendidikan/Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 
3) Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
menyerahkan daftar rekap itu ke Kemendikbud/Kemenag. 
4) Kemendikbud/Kemenag akan mencatat serta mengirimkan KIP tambahan 
untuk peserta didik/anak ke alamat sekolah/rumah tangga. (Diunduh dari: 
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http://www.tnp2k.go.id/id/kartu-indonesia-pintar/ pada Kamis, 19 Januari 
2017 Pukul 13:09 WIB). 
3. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia 
Pintar 
 Implementasi Indonesia Pintar berarti pelaksanaan program beasiswa 
dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak 
mampu. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP 
dilaksanakan dengan melibatkan instansi antara lain direktorat teknis, dinas 
pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, tingkat 
sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya, 
dan lembaga penyalur. Lembaga penyalur untuk tingkat SMA adalah Bank 
BNI. Mekanisme pelaksanaan PIP meliputi: 
a. Mekanisme pengusulan, pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan 
melalui mekanisme sebagai berikut: 
1) Untuk peserta didik dari keluarga pemegang KPS atau KKS atau KIP, 
untuk peserta didik sekolah formal, sekolah mengentri (updating) data 
peserta didik (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP 2015 dari 
keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara 
benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan peserta 
didik calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan 
kabupaten/kota dan direktorat teknis. 
2) Peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP baik peserta didik 
sekolah formal maupun peserta didik dari SKB/PKBM/LKP atau satuan 
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pendidikan nonformal lainnya dari keluarga miskin/rentan miskin yang 
tidak memiliki KPS/KKS/KIP, dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga 
pendidikan nonformal setelah peserta didik dari keluarga pemilik 
KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP2015 pada tenggat 
waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai 
berikut: 
a) Sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal 
lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang tidak memiliki 
KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 berdasarkan 
alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh 
direktorat teknis dengan prioritas tertentu; 
b) Sekolah mengusulkan peserta didik hasil seleksi sebagai penerima PIP 
2015 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di 
laman: pip.kemdikbud.go.id ke dinas pendidikan kabupaten/kota; 
c) Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan dan 
selanjutnya menyampaikan/meneruskan ke direktorat teknis terkait 
daftar/usulan peserta didik calon penerima BSM/PIP 2015 (dari sekolah 
formal maupun lembaga pendidikan non formal). Data ini merupakan 
usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat 
teknis. 
 
b. Mekanisme Penetapan Penerima, mekanisme penetapan penerima dana 
PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut: 
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1) Direktorat teknis menerima usulan calon peserta didik penerima PIP dari 
dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan. 
2) Direktorat teknis menetapkan peserta didik penerima PIP yang berasal dari 
usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk 
surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan 
SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi. 
c. Mekanisme Penyaluran, mekanisme penyaluran meliputi: 
1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2015 yang 
tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk 
dibuatkan rekening. 
2) Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan 
Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktorat. 
3) KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama 
direktorat teknis di lembaga penyalur. 
4) Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan (SP2N) 
kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana 
dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran 




5) Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima PIP 
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat 
keputusan penerima. 
6) Peserta didik mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur. 
Penyaluran dana PIP kepada penerima dilakukan melalui TabunganKu 
atau virtual account. 
d. Mekanisme Pengambilan Dana 
Pengambilan atau pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik di lembaga 
penyalur dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Membawa dokumen berupa surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, 
foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, 
NPSN dan NISN serta KTP orangtua/wali (Untuk SD dan SMP). Untuk SMA 
membawa kartu pelajar atau identitas pribadi (KTP/KK). 
2) Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang disediakan 
oleh lembaga penyalur. 
3) Untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, 
pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu 
orang guru/orang tua/wali. 
4) Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat 
dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis 
pada buku tabungan. 
5) Bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di 
daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor 
lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik 
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sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan 
diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP 2015 dapat diambil secara 
kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/ kepala lembaga 
pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan 
syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut: 
a) Surat kuasa kolektif dari orang tua peserta didik penerima BSM/PIP 2015 
dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan; 
b) Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan 
kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota. 
c) Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan 
pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga 
pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait; 
d) Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat 
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2015 
secara kolektif yang ditandangani penerima kuasa bermaterai (format 
terlampir);  
e) Penerima kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada 
saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur; Surat 
keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga; foto kopi halaman biodata 
raport masing-masing peserta didik;  
f)  Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan 
kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif 
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dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif 
ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
6) Pengambilan dana untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK dapat diambil 
pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya. 
7) Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp0,-. 
(Diunduh dari: http://dindik.babelprov.go.id/sites/  pada Selasa, 20 
September 2016 pukul 12:00 WIB).  
Berikut mekanisme/alur implementasi Program Indonesia Pintar secara 
ringkas: 
















Mekanisme pengambilan dana 
Dinas Pendidikan Provinsi/Kota 
akan menginformasikan kepada 
sekolah dengan mengeluarkan surat 
edaran pencairan dana 
Siswa mengambil dana di bank 
penyalur dengan membawa akte 
kelahiran dan surat keterangan dari 
sekolah 
Mekanisme pengusulan (kartu dan 
non kartu) 
Kartu : membawa fc. KIP dan KK 
Non kartu: membawa SKTM ke 
sekolah 

















B. Penelitian yang Relevan 
 Penelitian yang relevan berfungsi untuk menghindari pengulangan kajian 
terhadap hal-hal lain yang sama pada penelitian yang sudah pernah dilakukan. 
Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 
1. Sri Esnawati. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi UNY. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 
Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme pengusulan, 
pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta 
faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 
Yogyakarta adalah peserta didik yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 peserta 
didik. Mekanisme pengusulan dimulai dari peserta didik menyerahkan Kartu 
BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan memverifikasi data peserta 
didik pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud melalui Disdik Kota 
Yogyakarta. SK penerima BSM dikeluarkan oleh Kemdikbud kemudian 
ditindak lanjuti oleh sekolah untuk mengambil dana BSM di kantor pos. Dana 
BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa yang 
ditanda tangani oleh peserta didik. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada 
peserta didik dan disaksikan oleh orang tua peserta didik. Dana BSM 
dimanfaatkan oleh peserta didik untuk membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, 
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dan pianika. Tugas yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu mendata peserta didik 
penerima Kartu BSM, mengirim laporan realisasi dana ke kantor pos dan Disdik 
Kota Yogyakarta, menerima pengaduan, dan memantau presensi peserta didik di 
sekolah. Tugas yang tidak dilaksanakan oleh sekolah yaitu menyusun skala 
prioritas peserta didik calon penerima BSM, membuat SK Kepala Sekolah, dan 
melakukan pembinaan dan evaluasi. 
 Faktor pendukung implementasi: informasi yang diberikan secara rutin 
dari dinas ke sekolah, adanya rasa saling percaya terkait pemanfaatan dana, 
penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu mampu 
meningkatkan keakuratan sasaran. Faktor penghambat: pelaksana kebijakan di 
sekolah kurang beradaptasi dengan mekanisme baru, kurangnya pembinaan bagi 
peserta didik penerima bantuan, sulitnya mengumpulkan kuitansi pemanfaatan 
dana BSM dari peserta didik, terbatasnya dokumen atau arsip sekolah terkait 
BSM. 
 Perbedaan penelitian Sri Esnawati dengan penelitian yang dilaksanakan 
terletak pada tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian dan setting 
penelitian. Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mendeskripsikan 
implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 
2015/2016 di SMA N 11 Yogyakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakarta. Subjek 
yang dipilih antara lain pengelola Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta, Kepala SMA N 11 Kota Yogyakarta, pengelola Program 
Indonesia Pintar di SMA N 11 Kota Yogyakarta dan peserta didik yang 
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memperoleh beasiswa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar 
tahun 2015/2016. 
 Objek yang diteliti adalah implementasi Program Indonesia Pintar 
melalui Kartu Indonesia Pintar yang dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, 
birokrasi dan sumber daya. PIP merupakan perluasan sasaran penerima BSM 
pada tahun sebelumnya seperti peserta didik yang yatim piatu, terkena bencana 
alam dan peserta didik dari Program Keluarga Harapan. Setting penelitian yang 
digunakan adalah SMA N 11 Yogyakarta. Untuk persamaan penelitian Sri 
Esnawati dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada teknik 
analisis data, uji validitas data, dan instrumen penelitian. Persamaan penelitian 
yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan beasiswa bagi 
peserta didik yang kurang mampu. 
2. Budi Widodo. (2015). Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di 
SMK Cokroaminoto Pandak. Skripsi UNY.  
 Tujuan penelitian ini dirancang untuk mengetahui: (1) Kesiapan 
penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Cokroaminoto Pandak, (2) 
Pelaksanaan PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, (3) Pemanfaatan dana PIP di 
SMK Cokroaminoto Pandak, (4) Faktor-faktor yang mendukung pemanfaatan 
bantuan dana PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, (5) Faktor-faktor yang 
menghambat pemanfaatan bantuan dana PIP di SMK Cokroaminoto Pandak. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan model Countenance 
Stake yang meliputi aspek Antecedents (kesiapan penerima PIP), Transactions 
(pelaksanaan PIP), dan Outcomes (pemanfaatan PIP). 
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 Hasil Penelitian ini diketahui bahwa secara umum pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, meliputi: (1) Aspek 
Antecedents (kesiapan penerima PIP) termasuk kategori baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan rata-rata persentase kesiapan penerima PIP yaitu sebesar 
78,75%, (2) Aspek Transaction (pelaksanaan PIP) termasuk kategori baik. Hal 
ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase pelaksanaan PIP yaitu sebesar 
74,61%, (3) Aspek Outcomes (pemanfaatan PIP) termasuk kategori sangat baik. 
Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase pemanfaatan PIP yaitu sebesar 
86,51%. Faktor pendukung pemanfaatan PIP antara lain: (1) Adanya pendataan 
awal peserta didik miskin, (2) Tim pelaksana PIP selalu sama, (3) Kebijakan 
sekolah mengelola dana PIP.  
 Faktor Penghambat pemanfaatan PIP: (1) Kurangnya sosialisasi tentang 
PIP, (2) Pemberitahuan informasi yang selalu mundur, (3) Waktu pencairan 
tidak sesuai dengan kebutuhan, (4) Tidak ada monitoring dari dinas terkait. 
 Perbedaan penelitian Budi Widodo dengan penelitian yang dilakukan 
terletak pada tujuan penelitian, objek dan subjek penelitian, setting penelitian, 
pendekatan dan jenis penelitian, serta uji validitas data. Tujuan penelitian yang 
dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar 
melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/20016 di SMA N 11 Yogyakarta dan 
faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Indonesia 
Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di SMA N 11 Yogyakarta. Objek 
penelitian yang diteliti adalah implementasi Program Indonesia Pintar melalui 
Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 sedangkan subjek penelitian adalah 
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pengelola PIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Kepala SMA N 11 Kota 
Yogyakarta, pengelola PIP di SMA N 11 Kota Yogyakarta dan peserta didik 
penerima beasiswa PIP. Untuk setting penelitian yang dipilih adalah SMA N 11 
Kota Yogyakarta. 
 Jenis penelitian yang digunakan juga berbeda, pada penelitian Budi 
Widodo menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian evaluasi 
deskriptif sedangkan penelitian yang dilaksanakan menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Uji validitas data mengalami perbedaan yaitu 
pada penelitian Budi Widodo keabsahan data diperoleh melalui validitas isi dan 
validasi konstruk menggunakan teknik korelasi product moment sedangkan 
penelitian yang dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian Budi Widodo adalah 
tentang Program Indonesia Pintar. 
C. Kerangka Pikir Penelitian 
 Pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua, konsep pendidikan 
untuk semua berarti mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi 
haknya, yaitu mendapat layanan pendidikan. Hak memperoleh layanan 
pendidikan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal tersebut 
tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu tiap orang berhak atas 
pengajaran.  Selain dalam UUD 1945 hak memperoleh pendidikan juga 
tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab IV 
Pasal 5 ayat 1 yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada kenyataannya masih terdapat 
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peserta didik yang mengalami putus sekolah atau rentan putus sekolah 
dikarenakan faktor ekonomi. 
 Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan 
kebijakan berupa program beasiswa pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar 
melalui Kartu Indonesia Pintar yang merupakan kelanjutan dari BSM. Program 
Indonesia Pintar menjangkau pendidikan formal dan nonformal. Program 
Indonesia Pintar ini melibatkan sekolah, direktorat teknis, lembaga penyalur dan 
dinas pendidikan kota. Kartu Indonesia Pintar ini didistibusikan kepada 
masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperoleh manfaat 
Program Indonesia Pintar. Salah satu provinsi yang melaksanakan Program 
Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan Program Indonesia 
Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 peneliti mengambil 










Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 








D. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka pikir dan perumuan masalah yang diajukan, maka 
pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar dalam aspek komunikasi 
kebijakan? 
a. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP ke peserta didik? 
b. Bagaimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengkomunikasikan PIP 
kepada sekolah? 
2. Bagaimana implementasi PIP dalam aspek sumberdaya: 
a. Bagaimana implementasi PIP dalam aspek sumberdaya manusia? 
b. Bagaimana implementasi PIP dalam aspek sumberdaya modal? 
c. Bagaimana implementasi PIP dalam aspek sumberdaya peralatan? 
d. Bagaimana implementasi PIP dalam aspek sumberdaya informasi? 
3. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar dalam aspek disposisi? 
4. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar dalam aspek  
struktur birokrasi? 
a. Bagaimana peran sekolah dalam implementasi PIP melalui KIP? 
b. Bagaimana peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam 
implementasi PIP melalui KIP? 
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PIP di sekolah? 
a. Apa saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan PIP di sekolah dan Dinas 
Pendidikan ? 
b. Bagaimana sekolah dan Dinas mengatasi tantangan tersebut? 
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6. Bagaimana cara yang dilakukan sekolah dalam mengawasi dana PIP? 










































A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui 
proses implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar 
tahun 2015/2016 dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumber 
daya. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan data yang didapat akan 
lebih lengkap, mendalam dan bermakna. Menurut Sugiyono (2007: 15) 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 
dan peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan 
secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, 
analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 
B. Jenis Penelitian 
Ditinjau dari pendekatan penelitian yang digunakan, maka jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari pemecahan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa data tertulis atau lisan 
dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar 
melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 di SMA N 11 Kota 
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Yogyakarta dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumber daya 
yang digunakan.  
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 11 Kota Yogyakarta yang 
beralamat di Jl. AM Sangaji No.50, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta. 
Kegiatan penelitian ini dimulai sejak penyusunan proposal tanggal 20 
Desember 2016 dan penelitan dimulai pada tanggal 25 Maret-18 April 2017. 
Alasan peneliti memilih SMA 11 Yogyakarta dikarenakan pengusulan PIP di 
SMA N 11 selain dari sekolah juga diusulkan oleh partai tertentu.  
D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek yang diteliti adalah Pengelola Program Indonesia Pintar di SMA 
N 11 Yogyakarta yaitu Kepala SMA N 11 Yogyakarta  dan Guru BK, Pengelola 
PIP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, dan peserta didik 
yang memperoleh Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar 
tahun 2015/2016. Objek yang diteliti adalah implementasi Program Indonesia 
Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yang dilihat dari aspek komunikasi, 
disposisi, birokrasi dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PIP. 
E. Sumber Data 
Berdasarkan pendekatan penelitian yang dipilih, maka sumber data 
yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 
diperoleh dari pengelola PIP di SMA N 11 Yogyakarta dan sumber data 
sekunder diperoleh melalui SK penerima Program Indonesia Pintar yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Juknis Program Indonesia Pintar 
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(PIP), buku pedoman tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan hasil 
wawancara dengan pengelola di Dinas Penddikan Pemuda dan Olahraga.  
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif 
adalah observasi dan wawancara, maka peneliti akan menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi akan membuat peneliti 
lebih memahami konteks data dalam situasi sosial dan dapat melihat hal-hal 
yang kurang diamati oleh orang lain. Observasi berpedoman pada pedoman 
observasi. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian dengan berpedoman 
pada pedoman wawancara yang telah disusun. Untuk mendukung data yang 
diperoleh di lapangan, maka peneliti juga menggunakan dokumentasi. 
Suharsimi Arikunto (2002:206) menjelaskan metode dokumentasi adalah 
mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, 
dokumentasi diperoleh dari arsip sekolah dan Dinas Pendidikan yang berupa 
SK dan Daftar calon yang diusulkan untuk memperoleh PIP. 
G. Instrumen Penelitian 
Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan maka instrumen 
dalam penelitian ini adalah peneliti dan dibantu dengan pedoman observasi, 






1. Pedoman Wawancara 
 Pedoman wawancara merupakan instrumen yang dipakai untuk 
pengambilan data. Tujuan pedoman wawancara adalah sebagai panduan agar 
peneliti fokus pada penelitian yang telah dilakukan. 







No. Aspek yang Dikaji Indikator yang Dicari 
1. Implementasi 
Program Indonesia 
Pintar melalui Kartu 
Indonesia Pintar di  
SMA N 11 
Yogyakarta  
a. Aspek komunikasi kebijakan meliputi: 
1) Sosialisasi PIP ke sekolah, peserta 
didik dan panitia pelaksana. 
2) Cara mengkomunikasikan PIP melalui 
KIP ke sekolah. 
b. Aspek sumber daya 
1) Sumber daya manusia 
2) Sumber daya informasi 
3) Sumber daya peralatan 
4) Sumber daya modal 
c. Aspek disposisi 
1) Pemanfaatan dana PIP oleh peserta 
didik.  
d. Aspek birokrasi 
1) Peran sekolah dan Dinas Dikpora 
2. Faktor pendukung dan 
penghambat 
 
3. Dampak implementasi 




2. Lembar Observasi 
 Lembar observasi adalah pedoman yang digunakan peneliti untuk 
mengamati dan memudahkan pengambilan data di lapangan. Adapun aspek 
yang diamati dalam observasi sebagai berikut: 
Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Observasi 
 
3. Pedoman Dokumentasi 
 Dokumentasi yang diperlukan peneliti adalah arsip dan foto yang 
dapat mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan profil SMA N 11 
Yogyakarta, fasilitas, dan jumlah penerima Program Indonesia Pintar melalui 
Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 di SMA N 11 Yogyakarta. 
Tabel 3. Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 
No. Aspek yang Diamati Indikator yang Dicari 
1. Sarana dan prasarana a. Bangunan SMA N 11 
Yogyakarta  
b. Fasilitas di SMA N 11 
Yogyakarta. 
2. Sosialisasi PIP Cara mengkomunikasikan 
PIP 
3. Kegiatan pembinaan 
peserta didik 
penerima PIP 
Cara sekolah mengawasi 
penggunaan dana PIP 
No. Aspek yang Diamati Indikator yang dicari 
Sumber 
Data 
1. Profil SMA N 11 
Yogyakarta 
a. Letak dan alamat 
b. Visi-misi 
c. Struktur Organisasi 










H. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2007:335). Dalam 
penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari 
Milles dan Huberman. Teknik analisis data meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, 
display data dan penarikan kesimpulan.  
1. Reduksi data : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 
(catatan-catatan lapangan). Setelah data terkumpul peneliti akan menentukan 
bagian data mana yang dikode dan dibuang. 
2. Display Data : Mengolah data setengah jadi yang sudah digeneralisasikan 
dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu 
2. Program Indonesia 
Pintar melalui Kartu 
Indonesia Pintar 
a. Data penerima siswa PIP 
melalui KIP tahun 
2015/2016. 
b. SK Pengusulan, 
Penetapan penerima dan 
Pencairan Dana PIP. 
c. Kegiatan sosialisasi PIP 




matrik kategorisasi sesuai tema yang sudah di kelompokkan. Data dapat 
disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan kata-kata verbal. 
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi : kesimpulan menjurus pada jawaban 
dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, akan tetapi kesimpulan 
tersebut belumlah kesimpulan final. Kesimpulan sementara yang ada dapat 
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut dapat dilakukan 
dengan meninjau ulang catatan lapangan dan berdialog dengan teman sejawat. 
(Miles dan Huberman, 1992:16-19). 
I. Uji Validitas Data 
Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 
perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di 
lapangan. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti akan menggunakan 
triangulasi.  Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini 
triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang 
dimaksud adalah sumber data primer, sumber data primer yaitu subjek 
penelitian. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi/arsip dan observasi. 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
a. Sejarah SMA N 11 Yogyakarta 
 Penelitian mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilaksanakan di SMA N 11 Yogyakarta 
yang beralamat di Jl. AM Sangaji No.50, Cokrodiningratan, Jetis, Kota 
Yogyakarta. Gedung SMA N 11 Yogyakarta dibangun pada tahun 1897 dan 
digunakan sebagai gedung Kweekschool (sekolah guru pada jaman Belanda). 
Pada tanggal 3-5 Oktober 1908 gedung tersebut dijadikan sebagai ajang 
Konggres Boedi Utomo yang pertama dan menempati ruang makan 
Kweekschool (sekarang aula). Tahun 1927 kompleks gedung ini digunakan 
sebagai sekolah guru 4 tahun dan 6 tahun (HIK). Selama penjajahan Jepang 
dipergunakan untuk SGL dan ditutup pada masa Revolusi Kemerdekaan RI. 
Kemudian pada tahun 1946 sekolah dibuka kembali dengan nama SGB dan 
untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang berpendidikan 6 tahun. Pada 
bulan November 1947, pemerintah membuka Sekolah Guru A (SGA) sehingga 
kompleks gedung menjadi SGA/SGB dipimpin oleh bapak Sikun Pribadi. 
Clash II pecah. Sekolah terpaksa ditutup dan dibuka kembali ketika Yogyakarta 
kembali ke Pemerintah RI (Juni 1949). SGA/B dibuka kembali dengan 
menempati ruang-ruang STM Negeri karena kompleks SGA dipakai sebagai 
asrama tentara. Pada tahun 1950 dengan bantuan Sri Sultan HB IX, SGA/B 
kembali menempati kampus Jl. AM Sangaji dan diadakan pemisahan yaitu 
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SGB di Jl. AM Sangaji 38 dan SGA di Jl. AM Sangaji 42, Tahun 1959, SGA 
kembali menempati kampus Jl. AM Sangaji 38, karena SGB tidak menerima 
siswa baru lagi dan berubah fungsi menjadi SMP N 6 Yogyakarta menempati 
Jl. Cemoro Jajar No.1. Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga guru pada 
tahun 1953/1954 dibuka SGA II menempati lokasi yang sama dengan SGA I 
tetapi masuk sore hari. Tahun 1959/1960 kedua SGA digabung menjadi SGA 
I. Tahun 1967 diadakan integrasi SGA dan SGTK. SGA menjadi SPG I dan 
SGTK menjadi SPG II. Selanjutnya tahun 1970 SPG Negeri 1 Yogyakarta 
ditetapkan sebagai pusat latihan guru SD dan pada tahun 1971 dijadikan 
sebagai home base I di DIY. Pada tahun 1979 di kompleks sekolah didirikan 
Perpustakaan Perintis. Pada tahun 1989 Pemerintah mengalih fungsikan SPG 
menjadi SMA, SPG Negeri 1 menjadi SMA N 11 Yogyakarta. 
b. Visi, Misi, Tujuan SMA N 11 Yogyakarta 
SMA N 11 Yogyakarta dikenal sebagai sekolah kebangsaan, maka visi 
yang diusung adalah terwujudnya sekolah yang unggul serta memiliki 
intelektualitas, integritas, santun berwawasan kebangsaan dan bercakrawala 
global. Misi dari SMA N 11 Yogyakarta antara lain sebagai berikut: 
1) Menerapkan sistem layanan pendidikan yang bermutu berpedoman pada 8 
Standar Nasional Pendidikan; 
2) Mengembangkan kemampuan akademik bercakrawala global dengan 




3) Mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik secara optimal yang 
berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia sesuai dengan 
tuntutan globalisasi; 
4) Menciptakan budaya sekolah yang sportif, kreatif, menyenangkan dan 
santun dengan penuh rasa kekeluargaan; 
5) Membangun kerjasama dengan pihak luar sekolah sesuai dengan tuntutan 
globalisasi. 
Tujuan SMA N 11 Yogyakarta antara lain: 
1) Membentuk peserta didik yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, akhlak 
mulia, budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa; 
2) Mengoptimalkan potensi dan kreativitas peserta didik untuk mencapai 
berbagai keunggulan dan mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan 
internasional; 
3) Membekali peserta didik agar memiliki kemampuan akademik dan non 
akademik berwawasan global, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 
4) Mewujudkan profesionalisme dan etos kerja penyelenggara pendidikan dan 
menjadikan warga sekolah bersikap jujur, kreatif, inovatif dan mandiri serta 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 
c. Keadaan Tenaga Pendidik 
Jumlah tenaga pendidik di SMA N 11 Yogyakarta sebanyak 43 orang. 
Secara umum kualifikasi tenaga pendidik di SMA N 11 Yogyakarta sebagai 
berikut pendidikan S-2 sebanyak 6 orang, pendidikan S-1 sebanyak 35 orang, D-
III sebanyak 1 orang, dan sisanya merupakan lulusan SMA. Semua tenaga 
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pendidik sudah sesuai dengan pelajaran yang diampu masing-masing. Lulusan 
PGRI 1 orang, IKIP 28 orang, UNY 2 orang, UMY 1 orang, UIN 1 orang, IAIN 
sebanyak 1 orang, UT 1 orang, Tamsis 1 orang, STAK 1 orang, UST 1 orang, 
UPY 1 orang, Duta Wacana 1 orang, UNS 1 orang, STP Kanisius 1 orang. 
d. Keadaan Peserta didik 
Jumlah keseluruhan peserta didik tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 
852 orang, kelas X sebanyak 282 orang, kelas XI sebanyak 287 dan kelas XII 
sebanyak 283 orang. Jumlah rombongan belajar kelas X, XI dan XII adalah 9 
rombel, terdiri 6 rombel IPA dan 3 rombel IPS. Setiap rombel berisi 31-32 
peserta didik. Jumlah peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 281 
orang dan perempuan sebanyak 441 orang. 
e. Sarana dan Prasarana 
Tanah sekolah sepenuhnya dari Kraton Yogyakarta. Luas areal 
seluruhnya adalah 11.344 m2. Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi 
baik.  Sarana dan prasarana yang ada di SMA N 11 Yogyakarta antara lain ruang 
kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, ruang kelas, 
ruang laboraturium IPA, ruang laboraturium bahasa, ruang laboraturium IPS, 
ruang perpustakaan, ruang tata boga, ruang seni musik, ruang karawitan, aula, 
masjid, ruang OSIS, lapangan olahraga, ruang multimedia, ruang BK, ruang 
UKS, dan ruang koperasi. SMA N 11 Yogyakarta sudah dilengkapi dengan 





f.      Struktur Organisasi SMA N 11 Yogyakarta 
Struktur organisasi sekolah terbagi dalam berbagai struktur antara lain 
komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala, kepala tata usaha, koordinator 
laboratorium, koordinator bimbingan konseling, bendahara sekolah, koordinator 
perpustakaan, dan dewan guru/wali kelas.  Kepala SMA N 11 Yogyakarta  tahun 
pelajaran 2016/2017 dijabat oleh RR. Waka urusan kurikulum dijabat oleh DR, 
urusan kurikulum dibagi dalam 4 bidang antara lain: bidang akademik, bidang 
penilaian, bidang pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi guru dan 
peserta didik , dan pengembangan kurikulum. Waka urusan kesiswaan dijabat 
oleh EW, kesiswaan dibagi dalam 10 bidang antara lain:  bidang keimanan dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti dan akhlak mulia, 
kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara; prestasi akademik, 
seni dan olahraga; demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, 
kepekaan dan interaksi sosial; kreativitas, ketrampilan, kewirausahaan; kualitas 
jasmani dan rohani serta kesehatan dan gizi; seni, sastra dan budaya; TIK; 
komunikasi dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris.  
Waka urusan sarana dan prasarana dijabat oleh KN. Urusan sarana dan 
prasarana dibagi dalam 2 bidang antara lain: bidang pengembangan dan 
perawatan gedung; dan bidang pengembangan dan perawatan IT dan 
elektronika. Terakhir waka urusan hubungan masyarakat dijabat oleh EP. 
Urusan hubungan masyarakat dibagi dalam 3 bidang antara lain:  hubungan 
masyarakat, perguruan tinggi dan alumni; bidang hubungan masyarakat 




Terdapat 3 program untuk bidang akademik yaitu program jangka 
panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk program jangka penjang 
seperti meningkatkan mutu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, 
meningkatkan prestasi non akademis menuju kegiatan yang berorientasi pada 
kecakapan hidup, meningkatkan kompetensi guru dan karyawan dalam bidang 
bahasa inggris, meningkatkan kompetensi guru dan karyawan dalam penguasaan 
TI dan terwujudnya lingkungan sekolah yang hijau, segar, dan nyaman. Untuk 
program jangka menengah seperti mewujudkan sekolah sebagai cagar budaya 
baik secara fisik maupun kegiatannya, menciptakan lingkungan sekolah yang 
berwawasan wiyata mandala dan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, 
indah, dan nyaman. Sedangkan untuk program jangka pendek dibagi dalam 
bidang umum, kurikulum dan kesiswaan. Untuk bidang umum seperti rapat kerja 
sekolah, pembagian tugas, penyusunan program kerja, dan pembinaan korp. 
Untuk bidang kurikulum seperti pengembangan dan penyempurnaan silabus, 
pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, klinik pembelajaran, remedial 
dan pengayaan. Untuk bidang kesiswaaan seperti penerimaan peserta didik baru, 
kegiatan ekstrakurikuler, majalah siswa dan kegiatan lomba. 
2. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia 
Pintar di SMA N 11 Yogyakarta 
 Program Indonesia Pintar (PIP)  melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
ialah program beasiswa dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik 
yang orangtuanya kurang atau tidak mampu membiayai pendidikan. Untuk tahun 
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2015 program tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia No.  12 Tahun 2015. Dalam penelitian tentang 
implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakata mengacu pada aspek 
komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi dan birokrasi.  
a. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia 
Pintar di SMA N 11 Yogyakarta dalam Aspek Komunikasi Kebijakan. 
1) Sosialisasi dan Cara Mengkomunikasikan PIP kepada Sekolah, Sekolah 
kepada Peserta Didik. 
Sebelum kebijakan di implementasikan hendaknya kebijakan tersebut di 
komunikasikan kepada kelompok pelaksana dan kelompok sasaran atau 
kelompok yang terlibat secara tidak langsung. Komunikasi kebijakan adalah 
proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 
pelaksana kebijakan. Dalam mengkomunikasikan kebijakan harus ada kejelasan 
agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara pelaksana kebijakan dan 
kelompok sasaran. Program Indonesia Pintar (PIP) dikomunikasikan secara jelas 
kepada sekolah dan peserta didik. Sebelum dikomunikasikan ke sekolah 
biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan dinas 
provinsi. Selanjutnya PIP dikomunikasikan oleh Dinas kepada sekolah ketika 
ada event-event tertentu seperti rapat program sekolah atau workshop, pihak 
sekolah akan diundang oleh Dinas dan yang biasanya datang adalah kepala 
sekolah bukan guru BK. Jadi tidak ada waktu khusus mengenai 
pengkomunikasian PIP melalui KIP. Seperti yang diungkapkan informan TN: 
“Biasanya waktu rakor terus sama pas kita menyelenggarakan workshop 
program-program sekolah dengan kepala sekolah, jadi sosialisasi pertama 
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rakor (pusat) terus juga ada workshop dengan kepala sekolah dan kita 
membagikan juknis PIP sekaligus ada materi tentang PIP dan yang 
menyampaikan dari pusat. Jadi sosialisasinya dengan kepala sekolah pas 
ada event-event tertentu”.(WAW/TN/29/03/ 2017)  
 
Hal tersebut diperkuat oleh informan SM: 
“Ya, melalui sosialisasi mbak. Sosialisasi tersebut di sela-sela event tertentu, 
misalnya pas acara program pengembangan sekolah. Dan yang diundang 
adalah kepala sekolah tapi.saya pernah diundang tapi tidak rutin”. 
(WAW/SM/16/04/ 2017) 
 
Sosialisasi PIP terkadang Dinas mengundang  kepala sekolah dan guru BK 
bersamaan, atau kepala sekolah kemudian guru BK. Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan EP: 
“Jadi yang pertama dipanggil adalah kepala sekolah bisa bersamaan 
dengan guru BK nya kadang-kadang hanya guru BK, atau kadang-kadang 
mengundang sekolah terus sekolah mendisposisikan ke guru BK atau 
pengelola, sosialisasinya tentang bagaimana mencairkan dana 
PIP”.(WAW/EP/03/04/2017) 
 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa PIP melalui KIP 
disosialisasikan ketika ada event-event tertentu saja dan tidak rutin. Pihak yang 
diundang terkadang kepala sekolah saja, guru BK atau pihak yang mewakili.  
Selanjutnya sekolah akan menginformasikan kepada semua peserta 
didik di setiap kelas. Bagi peserta didik yang mempunyai Kartu Indonesia 
Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) wajib segera melapor ke sekolah 
untuk diusulkan sebagai calon penerima PIP. Hal tersebut diungkapkan oleh 
informan SM: 
“Guru BK akan menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, siapa saja 
yang mempunyai KIP dimohon segera melapor ke sekolah. Terkadang anak 
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tidak tahu kalau mempunyai KIP nanti orangtuanya yang lapor ke sekolah itu 
sangat membantu sekali”. (WAW/SM/16/02/ 2017) 
 
Biasanya sekolah akan menginformasikan secara lisan kepada peserta didik. 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan DR: 
“Lewat pemberitahuan secara lisan mbak, aku juga mengikuti instruksi yang 
ada di amplop setelah menerima kartu aku langsung lapor ke sekolah”. 
(WAW/DR/27/03/2017) 
 
Dan bagi peserta didik yang tidak mempunyai kartu tetapi sesuai dengan 
kriteria penerima PIP akan diusulkan melalui format khusus dengan 
mengumpulkan syarat-syarat tertentu seperti SKTM. Seperti yang 
diungkapkan oleh informan ES: 
“Ya sekolah memberitahu kalau saya dapat beasiswa, saya disuruh 
mengumpulkan syarat-syaratnya ke sekolah”. (WAW/ES /03/04/2017) 
 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa cara pengkomunikasian PIP 
dari sekolah ke peserta didik dilakukan secara lisan. Pengusulan penerima 
beasiswa PIP dilakukan dengan dua jalur yaitu kartu dan non kartu. 
b. Implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP dalam Aspek 
Sumber Daya.  
1) Implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP dalam Aspek 
Sumber Daya Manusia. 
 Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar melibatkan 
beberapa instansi salah satunya adalah sekolah. Di SMA N 11 Yogyakarta yang 
menjadi pengelola PIP adalah guru BK dibantu oleh admin sekolah dan 
bendahara. Jumlah guru BK di SMA N 11 Yogyakarta adalah 2 orang, 
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bendahara sekolah 1 orang, dan admin sekolah 1 orang. Jumlah pengelola di 
sekolah sudah cukup. Seperti yang diungkapkan informan EP: 
“Kalau sumber daya manusia dalam artian pelaksananya cukup karna itu juga 
nggak ada anggaran untuk menggaji pengelola”. (WAW/EP/03/04/2017) 
 
Hal tersebut diperkuat oleh informan SM: 
“Menurut saya pengelola sudah cukup nggak ada masalah mbak. Untuk 
program beasiswa biasanya  kami (guru BK) dibantu oleh admin sekolah 
dan bendahara. Admin sekolah membantu dalam hal pengusulan ketika 
entry data di sistem dapodik, guru BK tugasnya menyampaikan informasi 
ke masing-masing kelas, bagi yang mempunyai KIP segera lapor ke BK, 
dan bendahara biasanya akan membantu mengecek siapa saja yang masih 
mempunyai tunggakan  pembayaran nanti uangnya bisa buat 
melunasi”.(WAW/SM/18/04/2017) 
 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia 
pengelola di SMA N 11 Yogyakarta sudah cukup dan adanya kerjasama yang 
terjalin antara pengelola (guru BK) dengan bendahara dan admin sekolah 
membantu dalam proses pelaksanaan PIP. Untuk pembuatan surat keterangan 
kepala sekolah menjadi tanggungjawab bagian kesiswaan. 
Sumber daya manusia yang secara khusus mengelola PIP masih belum 
ada. Hal tersebut diungkapkan oleh informan TN bahwa di Dikpora  tidak ada 
personil yang secara khusus mengurusi PIP jadi kita kerja bareng-bareng. 
Disini satu seksi ada 10 orang tapi kan kerjaannya macem-macem. 
 
2) Implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP dalam Aspek 
Sumber Daya Modal. 
Untuk mendukung pelaksanaan program dibutuhkan anggaran. Dana 
untuk melaksanakan PIP melalui KIP sepenuhnya dari pemerintah pusat. Dana 
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tersebut berasal dari APBN. Kegiatan sosialisasi dan gaji pengelola tidak ada 
anggaran khusus. Seperti yang diungkapkan oleh informan TN: 
“...yang disosialisasi tidak secara langsung menangani PIP karna kita memang 
mengadakan sosialisasi waktu tertentu saja karena anggaran untuk 
mengundang seluruh guru BK itu tidak tersedia dan anggaran untuk pengelola 
juga nggak ada”. (WAW/TN/29/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan EP: 
“Kalau sumber daya manusia (pengelolanya) cukup karna juga ngak ada 
anggaran untuk pengelola”. (WAW/EP/03/04/2017) 
 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi PIP melalui 
KIP dalam hal sumberdaya modal masih terbatas dikarenakan tidak ada 
anggaran untuk mengundang guru BK dan juga anggaran untuk pengelola.  
Pada dasarnya tujuan pemerintah mengadakan PIP melalui KIP 
sangatlah bagus. Dengan adanya PIP setidaknya tidak ada lagi alasan kasus 
putus sekolah dikarenakan orangtua tidak mempunyai biaya untuk 
menyekolahkan anaknya.  Dinas DIKPORA DIY dan sekolah menilai besaran 
dana yang dterima peserta didik masih kurang dikarenakan kebutuhan sekolah 
peserta didik jenjang SMA lebih banyak dibandingkan  jenjang lainnya. Hal 
tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan SM: 
“Rupiah atau besaran dana untuk siswa masih kurang. Kebutuhan mereka 
banyak, sementara jumlah dananya masih kecil”. (WAW/SM/16/02/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan TN: 
“Sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus karna kan untuk membantu siswa 
yang memang mereka kesulitan dalam membiayai pendidikan, uangnya bisa 
buat beli buku, tas, sepatu. Tapi ya itu tadi mbak, dana yang diterima siswa 





Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa besaran dana yang diterima 
oleh peserta didik jenjang SMA masih kurang, dana yang diterima kurang 
sebanding dengan kebutuhan sekolah. 
3) Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui KIP dalam Aspek 
Sumber Daya Peralatan 
Untuk mendukung pelaksanaan PIP melalui KIP diperlukan peralatan 
yang memadai seperti gedung, komputer, dan jaringan internet. Berdasarkan 
observasi yang telah dilakukan SMA N 11 Yogyakarta memiliki fasilitas yang 
memadai seperti komputer dan adanya hotspot area sehingga sekolah tidak 
kesulitan untuk mengentri data ke sistem dapodik. Untuk masalah gedung rata-
rata dalam kondisi baik. Seperti yang diungkapkan informan SM: 
“...menurut saya nggak ada masalah mbak, fasilitas disini juga sudah lengkap. 
Kami juga punya laptop sendiri-sendiri jadi nggak kesulitan untuk entry data”. 
(WAW/SM/18/04/2017) 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan FK: 
“Fasilitas disini cukup lengkap, ada komputer dan wifi jadi kami  nggak 
kesulitan kalau mau cari materi pelajaran”. (WAW/FK/30/03/2017) 
 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa impelementasi PIP 
melalui KIP dilihat dari sumber daya peralatan sudah mendukung untuk 
pelaksanaan program tersebut. Sekolah dan Dinas DIKPORA sudah dilengkapi 





4) Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui KIP dalam Aspek 
Sumber Daya Informasi 
Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang 
disampaikan jelas, sesuai dengan prosedur dan adanya kesamaan persepsi 
dalam menerima informasi. Informasi yang dimaksud terkait dengan PIP 
melalui KIP adalah mengenai prosedur pelaksanaan, sasaran, dan manfaat dana 
PIP. Ketika sosialisasi PIP sebenarnya materi yang disampaikan dari 
pemerintah pusat sudah lengkap tetapi persepsi antara orang yang satu dengan 
yang lain berbeda, tidak mungkin semua mempunyai persepsi yang sama. Yang 
diundang dalam sosialisasi juga bukan pengelola PIP secara langsung sehingga 
akan ada perbedaan penerimaan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh 
informan TN: 
“sebenarnya sih materi dari pusat sudah komplit tapi persepsi dari yang 
disosialisasi itu beragam dan yang disosialisasi tidak secara langsung 
menangani PIP”.(WAW/TN/29/03/2017) 
 
Sebenarnya informasi yang disampaikan ketika sosialisasi sudah sangat jelas 
meskipun ada sedikit kerancuan tetapi pelaksanaannya sesuai prosedur. Hal 
tersebut diungkapkan oleh informan EP: 
“informasi-informasi yang disampaikan sudah jelas meskipun ada kerancuan-
kerancuan tetapi pelaksanaannya sudah sesuai prosedur”. 
(WAW/EP/03/04/2017) 
 
Pengelola PIP baik di Dinas maupun di sekolah memperoleh informasi tidak 
hanya dari materi ketika sosialisasi. Mereka juga mencari informasi sendiri di 
website tentang prosedur, SK penerima, dan daftar penerima PIP. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh SM: 
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“...untuk SK penerima dan SK pencairan kami nyari sendiri di website mbak, 
kemudian kita download dan kita informasikan ke siswa yang bersangkutan”. 
(WAW/SM/16/02/2017) 
 
Dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, sekolah memberikan 
informasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang perlu dikumpulkan untuk 
pengusulan, sehingga peserta didik tidak merasa kebingungan. Hal tersebut 
sesuai dengan yang diungkapkan informan ES: 
“informasi dari sekolah sudah jelas, sekolah memberi tahu syarat-syarat yang 
harus dikumpulkan”. (WAW/ES/03/04/2017) 
 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan WM: 
“informasinya disampaikan secara lisan, bagi peserta didik yang mempunyai 
KIP segera melapor ke sekolah terus aku dikasih tahu apa aja syarat yang harus 
dikumpulkan”. (WAW/WM/27/03/2017) 
   
Peserta didik penerima KIP memperoleh informasi dari petunjuk penggunaan 
kartu yang ada dalam amplop KIP. Hal tersebut membantu peserta didik untuk 
mengetahui prosedur yang harus dilakukan setelah menerima KIP. Seperti 
yang diungkapkan oleh informan DR: 
“Aku tahu prosedurnya itu dari surat yang ada di amplop waktu dapat KIP jadi 
ya aku mengikuti prosedur itu terus aku lapor ke guru 
BK”.(WAW/DR/27/03/2017) 
 
Hal tersebut juga dingkapkan oleh informan FK: 
“waktu itu aku baca instruksi yang datang bersama kartunya itu aku lapor ke 
sekolah terus dari guru BK nya sendiri menjelaskan 
prosedurnya”.(WAW/FK/30/03/ 2017) 
 
Informasi yang jelas tidak hanya sekedar mengenai prosedur 
pelaksanaan, tujuan, sasaran dan manfaat dana tersebut. Dalam pelaksanaan 
PIP hal utama yang perlu diperhatikan adalah validasi data penerima beasiswa 
PIP melalui KIP, sekolah harus memastikan peserta didik yang diusulkan 
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memang layak menerima beasiswa tersebut. Data mengenai peserta didik yang 
memperoleh KIP atau beasiswa PIP bersumber dari data BPS dan Kemensos 
pusat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh TN selaku staff Dinas 
DIKPORA DIY bahwa data penerima KIP bersumber dari BPS dan Kemensos 
pusat. Data dari sekolah mengenai peserta didik yang diusulkan juga sudah 
valid. Hal tersebut dikatakan oleh EP bahwa data dari sekolah sudah valid dan 
sebenarnya adanya sistem dapodik itu dapat dijadikan pertimbangan penetapan 
penerima beasiswa PIP. 
c. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia 
Pintar dalam Aspek Disposisi 
Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada 
dukungan dari kelompok pelaksana dan kelompok sasaran. Kelompok 
pelaksana yang berkaitan dengan PIP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini 
kemendiknas, direktorat teknis pembina pendidikan menengah) dinas provinsi, 
dinas kabupaten/kota, sekolah dan lembaga penyalur, sementara yang 
dimaksud dengan kelompok sasaran adalah peserta didik yang berusia 6-21 
tahun yang mempunyai KIP, peserta didik dari keluarga Program Keluarga 
Harapan (PKH), ABK, dan lain-lain.  
Pelaksanaan PIP melalui KIP terdapat personil pelaksana yang proaktif 
terhadap program tersebut dan ada juga yang apatis. Personil pelaksana yang 
apatis berpikiran program terebut merupakan program pemerintah pusat 
kenapa harus repot-repot mengurusi program tersebut. Hal tersebut seperti 
yang diungkapkan oleh informan BW kalau personil di kelurahan itu ada yang 
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peduli dengan warganya dan ada juga yang apatis. Personil yang apatis tidak 
mau repot-repot mengurusi program PIP dikarenakan program tersebut 
program pemerintah pusat bukan program dari kabupaten.  
Sekolah sebagai lembaga institusi sosial dalam masyarakat berusaha 
mendukung program PIP. Hal tersebut dibuktikan adanya kesediaan dari guru 
BK untuk melaksanakan tugasnya dalam menginformasikan kepada peserta 
didik tentang beasiswa tersebut dan mempermudah peserta didik dalam proses 
pencairan dana PIP. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
informan SM: 
“...diinformasikan bagi yang mempunyai KIP segera melapor ke sekolah, 
sekolah akan input data calon penerima PIP di sistem dapodik”. (WAW/SM/16 
/02/2017) 
 
Sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mengusulkan peserta didik yang 
berasal dari keluarga tidak mampu atau yang sesuai dengan kriteria penerima 
PIP untuk memperoleh beasiswa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh TN: 
“Bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu non kartu itu diusulkan oleh 
sekolah melalui format khusus, sebenarnya mereka semua diusulkan baik 
yang mempunyai kartu atau yang tidak puya kartu mestinya sekolah 
mengusulkan jarang ada sekolah yang tidak mengusulkan karna kan 
mereka juga berharap nggak ada lagi anak-anak yang nggak mampu yang 
tidak sekolah”. (WAW/TN/29/03/2017) 
 
Respon orangtua dengan adanya beasiswa PIP melalui KIP sangat 
senang karena dana yang diterima dapat digunakan untuk membeli 
perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan belajar peserta didik. Hal 
tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh DR, FK, dan ES. Orangtua 
mereka sangat senang ketika tahu mereka memperoleh beasiswa tersebut 
karena dapat meringankan biaya sekolah. 
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Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu biaya personal 
peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang 
pendidikan menengah. Dana tersebut diberikan melalui rekening yang 
langsung ditujukan ke peserta didik. Dana yang diterima digunakan untuk 
membeli tas, sepatu, alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Hal tersebut 
seperti yang diungkapkan oleh informan DR: 
“Dulu uangnya buat beli sepatu, jersey soalnya mau lomba dan tas sama 
perlengkapan sekolah lainnya”.    (WAW/DR/27/03/2017) 
 
Selain untuk  membeli perlengkapan sekolah, dana beasiswa yang diterima 
peserta didik mereka gunakan untuk membayar bimbingan belajar/les 
tambahan di luar sekolah. Seperti yang dikatakan oleh informan FK: 
“Kalau saya buat bayar bimbingan belajar”. (WAW/FK/30/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan MW: 
“Kalau saya buat bayar SPP, keperluan sekolah lainnya sama buat bayar les”. 
(WAW/MW/ 30/03/2017).  
 
 
d. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui KIP dalam Aspek 
Struktur Birokrasi. 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. PIP melalui 
KIP adalah program beasiswa yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada 
sekolah. Program tersebut merupakan program pemerintah dibawah naungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelola PIP melalui KIP di SMA 
N 11 Yogyakarta menjadi tanggungjawab guru BK. Dalam penelitian tentang 
implementasi PIP melalui PIP aspek birokrasi difokuskan pada peran sekolah 
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dan dinas DIKPORA dalam melaksanakan PIP melalui KIP serta strategi yang 
dilakukan untuk melaksanakan PIP agar efektif dan efisien. 
1) Peran Sekolah dalam Melaksanakan PIP 
  Sebagai salah satu pelaksana kebijakan, sekolah berperan dalam hal 
mensosialisasikan PIP kepada peserta didik. Sekolah mensosialisasikan PIP 
secara lisan di masing-masing kelas. Sosialisasi dilakukan oleh guru BK 
sebagai pengelola atau penanggungjawab beasiswa PIP. Hal tersebut seperti 
yang diungkapkan oleh informan SM: 
“Guru BK tugasnya menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, bagi 
yang mempunyai KIP segera lapor ke BK”. (WAW/SM/18/04/2017) 
 
Sekolah juga berperan dalam hal pengusulan calon penerima PIP melalui 
KIP. Pengusulan dilakukan dengan mendata peserta didik yang mempunyai 
KIP, KPS, KKS atau sesuai dengan kriteria penerima PIP ke dalam sistem 
dapodik sekolahan. Dalam sistem dapodik tersebut berisi nama peserta didik, 
alamat, nomor KIP, dan nama orangtua peserta didik. Admin sekolah 
bertugas untuk mengentry data peserta didik dalam sistem dapodik sekolahan. 
Seperti yang diungkapkan oleh informan EP:  
“Ketika pengusulan calon penerima PIP,  sekolah mengentry data dan nomor 
KPS/ surat keterangan tidak mampu ke dalam system dapodik sekolah”. 
(WAW/EP/3/04/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan TN: 
“...mestinya sekolah mengusulkan jarang ada sekolah yang tidak 
mengusulkan karna kan mereka (sekolah) juga berharap nggak ada lagi anak-
anak yang nggak mampu yang tidak sekolah, ada format khusus untuk anak 




Ketika dana sudah cair sekolah wajib menginformasikan kepada peserta didik 
dan membuatkan surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat pengambilan 
dana di lembaga penyalur. Hal tersebut seperti yang diungkapan oleh SM: 
“Peran sekolah dalam hal pencairan dana, ketika pencairan dana sekolah 
segera memberitahu siswa kalau dana bisa diambil dan membuatkan surat 
keterangan sebagai persyaratan pengambilan dana, selanjutnya siswa lapor ke 
sekolah kalau sudah mengambil dana tersebut”.(WAW/SM/18/04/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan TN: 
“Pas pencairan dana sekolah akan membuatkan surat keterangan dari kepala 
sekolah sebagai syarat pengambilan dana, tanpa syarat itu dana tidak bisa 
diambil”. (WAW/TN/29/03/2017) 
 
Strategi merupakan langkah yang paling efisien untuk mencapai 
tujuan tertentu. Tujuan diadakannya PIP melalui KIP salah satunya adalah 
mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) akibat 
kesulitan ekonomi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran 
SMA N 11 Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan PIP melalui KIP  adalah 
mengusulkan peserta didik, mensosialisasikan PIP, menginformasikan bahwa 
dana sudah dapat cair dan membuatkan surat keterangan kepala sekolah. 
Strategi yang dilakukan SMA N 11 Yogyakarta dalam mengimplementasikan 
PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk 
pengusulan dan secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta 
didik. Sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk 
diusulkan. 
2) Peran Dinas dalam Melaksanakan PIP 
  Dinas DIKPORA dalam pelaksanan PIP melalui KIP tidak banyak 
terlibat secara langsung. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten lebih banyak 
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terlibat dalam pelaksanaan PIP dikarenakan untuk tahun 2015 SMA masih 
dibawah naungan Dinas Kabupaten/Kota Yogyakarta. Berdasarkan observasi 
yang dilakukan oleh peneliti, Dinas terlibat dalam hal sosialisasi PIP, 
pelayanan masyarakat terkait PIP, merekap data pengusulan PIP, dan publikasi 
mengenai penerima PIP dan pencairan dana.  Strategi yang dilakukan oleh 
Dinas adalah Dinas menginformasikan kepada sekolah untuk proaktif ke desa 
atau kecamatan untuk mengecek KIP yang belum terambil.   
3. Cara Sekolah Mengawasi Penggunaan Dana PIP 
 Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau arah penggunaan dana 
sudah tepat sasaran atau belum. Dana PIP digunakan untuk kegiatan 
pendidikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak ada kaitannya 
dengan pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengalami kesulitan terkait 
pertanggungjawaban penggunaan dana PIP. Hal tersebut dikarenakan dana PIP 
disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik dan sekolah tidak 
mempunyai kewenangan melarang penggunaan dana PIP, sekolah hanyalah 
mengarahkan penggunaan dana PIP. Seperti yang diungkapkan oleh SM: 
“Tidak ada pelaporan dana PIP karena dana tersebut murni diterima oleh siswa. 
Sekolah hanya bisa mengarahkan penggunaan dana”.(WAW/SM/16/02/2017)  
 
Hal tersebut diperkuat oleh informan EP: 
 
“Harapannya kalau PIP dikelola oleh sekolah kami bisa mengarahkan distribusi 
penggunaan dana. Salah satu caranya dengan mengumpulkan nota pembelian 
selanjutnya akan ada laporan ke dinas dikpora”.(WAW/EP/03/04/2017) 
 
Untuk mengontrol penggunaan dana yang dilakukan oleh peserta didik sekolah 
meminta peserta didik untuk mengumpulkan nota pembelian sehingga sekolah 
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tahu arah penggunaan dana PIP. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 
informan DR: 
“Biasanya disuruh ngumpulin nota mbak”. (WAW/DR/27/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh informan FK: 
“Kita disuruh mengumpulkan nota”. (WAW/FK/30/03/2017) 
 
Dalam petunjuk pelakanaan PIP tidak disebutkan secara spesifik langkah yang 
dilakukan sekolah dalam memantau atau mengawasi penggunaan dana PIP, 
sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengawasi kesesuaian penggunaan 
dana PIP. Sekolah juga tidak dituntut untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban terkait penggunaan dana PIP karna beasiswa PIP tidak 
dikelola untuk sekolah. Berbeda dengan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dalam 
hal transparansi dana, BSM mewajibkan sekolah untuk membuat laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana BSM. Laporan pertanggungjawaban 
tersebut berisi mengenai nota pembelian sehingga penggunaan dana BSM 
jelas, tetapi kendala yang dihadapi oleh sekolah dengan sistem seperti itu 
adalah kesulitan penggumpulan nota dikarenakan peserta didik lupa 
mengumpulkan nota tersebut atau nota pembelian hilang. Pengawasan PIP 
dilakukan secara berjenjang dimulai dari pemerintah pusat kemudian provinsi 
untuk mengetahui implementasi PIP di daerah, hal tersebut sebagaimana yang 
diungkapkan oleh BW staff DIKPORA seksi SMA bahwa tetap ada 
monitoring, monitoring tersebut berjenjang dari pusat ke provinsi seperti apa 




4. Dampak Adanya PIP Bagi Peserta Didik 
 Hakikat dari suatu implementasi kebijakan adalah dampak yang 
dirasakan oleh kelompok sasaran sehingga permasalahan dapat terselesaikan. 
Tujuan dari adanya PIP melalui KIP adalah meningkatkan akses bagi anak usia 
6-21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan 
pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus 
sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik peserta didik yang putus sekolah 
agar kembali mendapat layanan pendidikan di sekolah. Besaran dana yang 
diberikan kepada peserta didik pendidikan menengah atas kelas X untuk satu 
semester sebesar Rp500.000,00; kelas XI dan XII untuk satu tahun sebesar 
Rp1.000.000,00. Dengan adanya beasiswa tersebut sangat membantu peserta 
didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu 
dan perlengkapan sekolah lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan 
DR: 
“Terbantu, sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah”. 
(WAW/DR/27/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh nforman FK: 
“Ya membantu memenuhi kebutuhan sekolah mbak dan meringakan biaya 
sekolah”. (WAW/FK/30 MAR2017) 
 
Hal tersebut juga dipertegas oleh informan ES: 
“Bisa beli alat tulis yang dulunya belum bia beli sekarang bisa beli”. 









5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PIP  
Dalam pelaksanaan PIP melalui KIP terdapat faktor pendukung dan 
penghambat. Berikut faktor pendukung, penghambat dan solusi yang 
dilakukan para aktor pelaksana kebijakan PIP di lingkungan SMA N 11 
Yogyakarta. 
a. Faktor Pendukung Pelaksanaan PIP 
Faktor pendukung pelaksanaan PIP melalui KIP di lingkungan SMA 
N 11 Yogyakarta dapat dilihat dari dukungan. Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan oleh SM: 
“Dukungan dari orangtua itu sangat membantu kita, orangtua akan lapor ke 
sekolah kalau punya kartu. Terkadang anak kan tidak tahu kalau orangtua 
punya kartu KIP atau KKS” (WAW/SM/16/02/2017) 
 
Dukungan orangtua sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-
program kegiatan sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh informan EP: 
“Orangtua sangat mendukung program PIP buktinya ada masukan ke sekolah  
seharusnya PIP dikelola oleh sekolah sehingga penggunaan dana PIP tepatt 
sasaran.”(WAW/EP/03/04/2017) 
 
  Seperti pada point sumberdaya peralatan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sumberdaya peralatan sangat membantu dalam pelaksanaan PIP. 
Sekolah memberikan dukungan dalam hal pemenuhan sarana prasarana dan 
fasilitas, hal tersebut dibuktikan dengan adanya komputer dan wifi yang 
menunjang implementasi PIP. Faktor ketiga yang menunjang implementasi 
PIP melalui KIP adalah komunikasi kebijakan. Sebelum dikomunikasikan ke 
sekolah biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah pusat 
dengan dinas provinsi. Selanjutnya PIP dikomunikasikan oleh Dinas kepada 
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sekolah ketika ada event-event tertentu seperti rapat program sekolah atau 
workshop, pihak sekolah akan diundang oleh Dinas dan yang biasanya datang 
adalah kepala sekolah bukan guru BK. Jadi tidak ada waktu khusus mengenai 
pengkomunikasian PIP melalui KIP. Seperti yang diungkapkan informan TN: 
“Biasanya waktu rakor terus sama pas kita menyelenggarakan workshop 
program-program sekolah dengan kepala sekolah, jadi sosialisasi pertama 
rakor (pusat) terus juga ada workshop dengan kepala sekolah dan kita 
membagikan juknis PIP sekaligus ada materi tentang PIP dan yang 
menyampaikan dari pusat. Jadi sosialisasinya dengan kepala sekolah pas 
ada event-event tertentu”.(WAW/TN/29/03/ 2017)  
 
Hal tersebut diperkuat oleh informan SM: 
“Ya, melalui sosialisasi mbak. Sosialisasi tersebut di sela-sela event tertentu, 
misalnya pas acara program pengembangan sekolah. Dan yang diundang 
adalah kepala sekolah tapi.saya pernah diundang tapi tidak rutin”. 
(WAW/SM/16/04/ 2017) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
faktor pendukung implementasi kebijakan PIP melalui KIP di SMA N 11 
Yogyakarta dari aspek komunikasi kebijakan adalah adanya komunikasi dan 
koordinasi antara pengelola PIP baik di tingkat pusat, daerah (provinsi/kota) 
dan sekolah. Adanya kerjasama antara guru BK, admin sekolah dan 
bendahara sekolah sangat membantu dalam pelaksanaan PIP. Faktor ke empat 
yang mendukung pelaksanaan PIP di SMA N 11 Yogyakarta adalah 
sumberdaya informasi. Informasi yang dimaksud adalah mengenai 
penggunaan KIP bagi peserta didik. Peserta didik yang memperoleh KIP 
segera lapor ke sekolah karena mereka memperoleh informasi dari petunjuk 
penggunaan kartu. Seperti yang diungkapkan oleh DR: 
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“Aku tahu prosedurnya itu dari surat yang ada di amplop waktu dapat KIP 
jadi ya aku mengikuti prosedur penggunaan kartu, terus aku lapor ke sekolah 
kalo punya KIP”.(WAW/DR/27/03/2017) 
 
Hal tersebut diperkuat oleh informan FK: 
“Pas dapat kartu itu ada petunjuk penggunaannya jadi saya mengikuti 
petunjuk tersebut”. (WAW/FK/30/03/2017) 
 
 
b. Faktor Penghambat Pelaksanaan PIP 
  Faktor penghambat pelaksanaan PIP antara lain komunikasi 
kebijakan, sumberdaya modal, dan sumberdaya informasi. Komunikasi 
kebijakan berkaitan dengan kerjasama antara lembaga penyalur dengan 
sekolah tentang pengambilan dana. Terkadang peserta didik sudah datang ke 
bank tetapi dana belum bisa dicairkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 
oleh informan TN: 
“Siswa sudah datang ke bank dan belum tentu langsung cair juga, untuk 
perbankan sendiri harusnya dipermudah proses pengambilan dananya bagi 
siswa”. (WAW/TN/29/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh SM: 
“Ketika datang ke Bank penyalur ternyata dana belum tersedia di bank. 
Dikarenakan dana dari bank pusat belum diberikan ke bank unit, padahal SK 
pencairan penerima sudah diedarkan dari kemendikbud pusat. 
(WAW/SM/18/04/2017) 
 
  Faktor penghambat lain dalam aspek komunikasi kebijakan adalah 
kelompok sasaran yang disosialisasi adalah kepala sekolah bukan guru BK. 
Apabila yang disosialisasi adalah guru BK secara langsung akan lebih efektif. 
PIP tidak ada anggaran khusus, maka Dinas tidak mengadakan sosialisasi 
secara khusus tentang PIP dan mengundang guru BK. Sumberdaya modal 
berkaitan dengan kurangnya anggaran untuk sosialisasi PIP sehingga yang 
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diundang bukanlah pengelola PIP secara langsung dan besaran dana yang 
diterima peserta didik masih kurang. Hal tersebut sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh informan TN dan SM pada point implementasi PIP dilihat 
dari aspek sumber daya modal. Untuk sumber daya informasi yang menjadi 
penghambat disini adalah informasi yang disampaikan ke peserta didik 
sedikit terlambat misalnya seperti pengumpulan syarat-syarat pengusulan. 
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan WM: 
“Sekolah memberikan informasi tentang PIP ke siswa meskipun informasi 
tersebut sedikit terlambat”. (WAW/WM/27/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan MW: 
“Pemberitahuan yang disampaikan oleh sekolah terkait PIP sedikit 
terlambat”. (WAW/MW/30/03/2017) 
 
Selain itu, informasi mengenai periode pencairan dana PIP, peserta didik 
kurang tahu. Seperti yang diungkapkan oleh informan MR: 
“Wah kalau periode pencairan dana kurang tahu mbak, misal tahun kemarin 
dapat selanjutnya belum tentu dapat lagi mbak”. (WAW/MR/27/03/2017) 
 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan DR: 
“Sudah dapat kartu dan diusulkan tapi dana nya kok nggak turun-turun, 
periode pencairan dananya kurang jelas cuma dijelaskan per 
semester”.(WAW/27/03/2017) 
 
  Informasi juga berkaitan dengan validitas data penerima PIP. Data 
penerima PIP melalui KIP di dasarkan pada data pusat terpadu. Data tersebut 
dari BPS dan Kemensos Pusat. Sekolah mengalami kesulitan tentang validitas 
data, sekolah sudah mengusulkan tetapi peserta didik tersebut tidak 
ditetapkan sebagai penerima PIP sementara peserta didik yang diusulkan 
lewat jalur fraksi (partai) ditetapkan sebagai penerima PIP. Sekolah merasa 
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bingung dan tidak mengetahui penyebab peserta didik yang diusulkan melalui 
sistem dapodik sekolah tidak lolos. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 
oleh SM: 
“Jumlah siswa yang diusulkan dengan yang ditetapkan sebagai penerima PIP 
tidak sama, sementara yang diusulkan oleh partai X lolos semua, kita nggak 
tahu penyebabnya kok bisa nggak lolos”. (WAW/SM/16/02/2017) 
 
Hal tersebut diperkuat oleh informan EP: 
“Kita tidak tahu data secara real asalnya dari mana selain dari sekolah, kenapa 
yang diusulkan sekolah tidak lolos, kalau berkaitan dengan SKTM ada, 
kondisi rumah ada, kita nggak tahu kok tidak lolos sedangkan aspirasi partai 
lolos”. (WAW/EP/03/04/2017) 
 
  Untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi ada 
beberapa alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan 
tersebut antara lain guru BK di SMA N 11 Yogyakarta mencari informasi 
sendiri terkait pedoman pelaksanaan PIP, terkait validitas data, sekolah 
berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk memperoleh 
PIP salah satunya dengan data sewaktu mendaftar ke SMA, terkait dengan 
pencairan dana sekolah berusaha mencari informasi ke Dinas Pendidikan Kota. 
B. Pembahasan 
Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi Program 
Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar di SMA N 11 Yogyakarta. 
Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas pembahasan difokuskan pada 
dua aspek pokok yaitu implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu 
Indonesia Pintar dan faktor-faktor  yang mendukung dan menghambat 




1. Implementasi Program Indonesia Pintar 
Tahapan dalam kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi 
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Sanusi dalam M. 
Hasbullah (2014:93) menggambarkan implementasi sebagai proses 
menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah 
diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Implementasi Program Indonesia 
Pintar tahun 2015 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 12 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya 
disebut dengan PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang 
diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak/kurang mampu 
membiayai pendidikan. Implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 
Yogyakarta dapat dijabarkan dalam empak aspek yaitu komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.  
a. Komunikasi Kebijakan 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward bahwa komunikasi 
kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 
kebijakan kepada pelaksana kebijakan. PIP dikomunikasikan dari pemerintah 
pusat ke provinsi dan selanjutnya ke sekolah dan masyarakat. PIP 
disosialisasikan ke provinsi dalam acara rapat koordinasi dengan pengelola di 
daerah. Rapat koordinasi tersebut membahas mengenai PIP secara umum. 
Materi yang disampaikan oleh pemerintah sudah lengkap akan tetapi persepsi 
dalam menerima dan memahami PIP beragam. Pengelola PIP di Provinsi akan 
melakukan sosialisasi PIP ke sekolah dan masyarakat. Sosialisasi tersebut 
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sifatnya tidak rutin dan hanya pada event tertentu seperti workshop dan 
koordinasi program pengembangan sekolah.  Sasaran yang diundang dalam 
sosialisasi adalah kepala sekolah bukan pengelola PIP secara langsung 
meskipun terkadang pengelola sekolah (guru BK) juga pernah diundang. SMA 
N 11 Yogyakarta mensosialisasikan PIP ke peserta didik melalui 
pemeberitahuan lisan, guru BK akan menyampaikan informasi ke semua kelas, 
peserta didik yang mempunyai KIP (Kartu Indonesia Pintar) diwajibkan segera 
melapor ke sekolah.  
Terkadang peserta didik tidak mengetahui kalau mempunyai kartu 
sehingga orang tua akan proaktif dengan melapor ke sekolah. Hal tersebut 
justru membantu dalam hal pengusulan calon penerima PIP. Komunikasi 
kebijakan tidak hanya sekedar penyampaian program kepada kelomok sasaran, 
idealnya juga membahas mengenai tantangan atau kesulitan yang dihadapi 
sehingga diperoleh alternatih pemecahan tantangan tersebut. Berdasarkan hasil 
wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pengkomunikasian PIP ke 
sekolah masih pada tahap penyampaian program secara umum belum 
membahas mengenai masalah yang muncul dengan adanya program tersebut. 
Kelompok sasaran yang disosialisasi belum melibatkan pengelola PIP secara 
langsung dikhawatirkan informasi yang penting tentang PIP tidak 
tersampaikan secara utuh.  
Komunikasi kebijakan meliputi tiga dimensi yaitu dimensi transmisi, 
kejelasan dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, PIP sudah disampaikan ke 
kelompok sasaran (peserta didik), perumusan program tersebut juga sudah jelas 
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dilihat dari dasar hukum, mekanisme, sasaran, dan tujuan. Dari segi 
kensistensi, pengkomunikasian PIP melalui KIP masih kurang, karena 
pengkomunikaisna PIP hanya pada event-event tertentu saja. 
b. Sumber Daya 
Teori Grindel tentang implementasi kebijakan ditentukan oleh isi 
kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan meliputi sumber daya yang 
dikerahkan (Tilaar&Riant Nugroho, 2008:221). Sumber daya yang dikerahkan 
adalah manusia, peralatan, modal dan informasi. Pengelola Program Indoneisa 
Pintar di SMA N 11 Yogyakarta ada 2 orang guru BK dengan dibantu oleh 
admin dan bendahara sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 
jumlah pengelola sudah cukup dan mampu melaksanakan tugas dan perannya. 
Sumber daya peralatan yang disediakan oleh SMA N 11 Yogyakarta sudah 
lengkap dan mampu mendukung pelaksanaan PIP. Sumber daya peralatan yang 
dimaksud adalah gedung, komputer dan wifi. Kelengakapan teknologi yang 
disediakan oleh sekolah menunjang pelaksanaan PIP terutama ketika 
pengusulan calon penerima PIP (entri di sistem data pokok pendidikan). 
Sumber daya informasi juga menunjang dalam pelaksanaan PIP. 
Informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah lengkap, sekolah juga 
diberi petunjuk teknis pelaksanaan PIP ketika sosialisasi. Apabila terdapat 
masalah atau ingin bertanya lebih lanjut tentag PIP pemerintah menyediakan 
kontak pengaduan. Pihak DIKPORA dan sekolah juga mencari sendiri 
informasi terkait SK penerima, SK pencairan dana dan informasi lain trekait 
dengan PIP. Sekolah dan Dinas DIKPORA kesulitan terkait data penerima KIP 
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dikarenkaan keterbatasan infomarsi dalam kartu tersebut. Dinas dan sekoah 
sulit untuk melacak peserta didik yang belum/sdah menerima KIP. Dalam hal 
ini mengindikasikan masih kurangnya koordinasi dan kerjasama tentang 
penyaluran KIP, sehingga calon penerima PIP ada yang sudah dan belum tepat 
sasaran. Sumber daya modal juga menentukan dalam pelaksanaan PIP. Dana 
PIP berasal dari pemerintah pusat yang diabebanan pada APBN. Dana tersebut 
dibagi ke peserta didik yang orang tuanya kurang mampu, sehingga besaran 
dana yang diperoleh masih kurang unruk membiayai pendidikan. Keterbatasan 
anggaran juga berdampak dalam hal sosialisasi, sehingga yang diundang dalam 
sosialisasi adalah kepala sekolah bukan guru BK.  
c. Disposisi 
Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
pelaksana kebijakan (Subarsono, 2005:91).  Watak tersebt dapat beupa 
komitmen, kesetiaan dalam menjalankan kebijakan. Sebagaiman yang 
dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn disposisi implementor mencakup tiga 
hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang 
berpengaruh terhadap sikap, kognisi dan intensitas disposisi implementor. 
(Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf  pada Jumat, 3 
Februari 2017 pukul 12:00 WIB.) 
Dalam pelaksanaan PIP di SMA N 11 Yogyakarta semua warga sekolah 
mendukung pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi guru BK melaksanakan tugasnya dalam hal menginformasikan ke 
peserta didik dan juga mempermudah peserta didik dalam pencairan dana PIP. 
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Dari uraian diatas jelas bahwa guru BK mempunyai komitmen dan 
bertanggungjawab dalam melakanakan perannya. Sekolah juga mengusulkan 
peserta didik yang sesuai dengan kriteria penerima PIP. Hal ini mengindikasikan 
sekolah paham tentang kriteria penerima PIP yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Peserta didik di SMA N 11 Yogyakarta yang memperoleh beasiswa 
tersebut memanfaatkan dana PIP secara bertanggungjawab Berdasarkan hasil 
wawancara peserta didik menggunakan dana PIP untuk kepentingan pendidikan 
seperti membeli perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan beajar. Dari 
uraian tersebt jelas bahwa peserta didik mempunyai sikap patuh dan 
bertanggungjawab dalam menggunakan dana PIP. 
Personil pelaksana ada juga yang apatis terhadap program dari 
pemerintah, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas DIKPORA ada personil 
yang apatis dengan PIP dikarenakan program tersebut merupakan proram 
pemerintah pusat sehingga tidak berkenan mengurusi program tersebut.  
d. Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi dalam penelitian ini dibatasi pada peran dan strategi 
sekolah untuk melaksanakan PIP. Pengelola PIP di tingkat sekolah diserahkan 
ke guru BK. Di SMA N 11 Yogyakarta guru BK dibantu admin dan bendahara 
sekolah dalam melaksanakan PIP. Guru BK bertugas menyampaikan informasi 
ke peserta didik tentang syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan dan 
menginformasikan tentang nomor rekening penerima PIP. Admin sekolah 
bertugas untuk mengentri data peserta didik yang diusulkan dalam sistem Data 
Pokok Pendidikan (dapodik). Bendahara bertugas untuk mengecek peserta 
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didik (penerima PIP) yang masih mempunyai kekurangan pembayaran 
sekolah, ketika dana sudah cair maka dana tersebut dapat digunakan untuk 
melunasi kekurangan tersebut. Dari temuan diatas dapat disimpulkan bahwa 
adanya kejasama antara personil pelaksana PIP dengan warga sekolah. 
SMA N 11 Yogyakarta berperan dalam hal sosialisasi, pengusulan 
peserta didik, menginformasikan kepada peserta didik ketika dana sudah dapat 
diambil, dan membuatkan surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat 
pengambilan dana. Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi sekolah 
sudah melaksanakan peran tersebut.  
Strategi yang dilakukan SMA N 11 Yogakarta dalam rangka 
mengimplementasikan PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat 
yang dibutuhan, secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta 
didik dan berusaha mengusulkan peserta didik yang layak untuk diusulkan. 
Pada tahun 2015 Dinas DIKPORA dalam pelaksanaan PIP tidak 
banyak terlibat secara langsung. Dinas Provinsi tidak menerima tembusan dari 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang rekap data peserta didik yang 
diusulkan ke pemerintah. Berdasarkan data observasi dan wawancara Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota Yogyakarta berperan dalam sosialisasi, pelayanan 
masyarakat terkait PIP, merekap data pengusulan PIP dan publikasi PIP.  
Hakikat dari implementasi adalah dampak yang ditimbulkan setelah 
program tersebut dinyatakan berlaku (Joko Widodo, 2008:86). Bila ditinjau 
dari tujuan PIP yang tertuang dalam petunjuk teknis PIP, maka dampak yang 
diharapkan adalah mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan 
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partisipasi pendidikan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan 
pendidikan. Bila ditinjau dari penerima PIP (peserta didik) dampak yang 
ditimbulkan adalah membantu peserta didik dalam membeli perlengkapan 
sekolah dan meringankan biaya pendidikan.  
2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi PIP 
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka faktor pendukung 
implementasi kebijakan antara lain dukungan orangtua, infomasi, kerjasama 
antara pengelola dan warga sekolah, dan fasilitas yang memadai. Sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Jan merse dalam M. Hasbullah (2015:95) terdapat 4 faktor 
yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan implementasi yaitu 
informasi, isi kebijakan, dukungan dan pembagian potensi. Informasi 
hendaknya diberikan secara terus menerus agar tidak terjadi distorsi tentang 
kebijakan yang dirumuskan. Informasi yang menjadi faktor penunjang disini 
ialah terkait penggunaan KIP dan Surat Ketetapan (SK) tentang penerima PIP 
yang disebarluaskan melalui internet oleh Pemerintah Pusat dan Dinas 
Pendidikan. Informasi terkait penggunaan kartu merupakan informasi awal 
bagi penerima KIP sehingga adanya informasi tersebut membantu penerima 
kartu, dalam kartu tersebut berisi alur yang dilakukan setelah menerima kartu. 
Informasi yang jelas dan lengkap penting bagi guru BK terutama mengenai SK 
penerima PIP, guru BK mendonwload dan memberikan informasi ke peserta 
didik yang bersangkutan dan Dinas Pendidikan juga mempublikasikan 




Dukungan dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat 
implementasi. Dukungan yang diberikan orangtua ke sekolah seperti orangtua 
melapor ke guru BK kalau anaknya mempunyai KIP, sehingga adanya laporan 
dari orangtua tersebut membantu sekolah dalam pengusulan calon penerima 
PIP. Faktor yang ketiga adalah adanya kerjasama antara pengelola dengan 
warga sekolah, kerjasama tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PIP. 
PIP menjadi tugas guru BK tetapi dalam pelaksanaannya guru BK dibantu oleh 
admin dan bendahara sekolah. Sementara untuk pembuatan surat keterngan 
kepala sekolah menjadi tanggungjawab kesiswaan. Sebagaimana dijelaskan 
oleh Van Meter dan Van Horn pada variabel hubungan antar organisasi bahwa 
implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak 
lain oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi 
keberhasilan program tersebut. (Diakses dari: 
http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf  pada Jumat, 3 Februari 2017 
pukul 12:00 WIB.) 
Faktor lain yang mendukung imlementasi PIP di SMA N 11 
Yogyakarta adalah fasilitas yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fasilitas 
yang disediakan sekolah sudah memadai dan mendukung program tersebut. 
Fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan PIP antara lain 
komputer dan wifi. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sumber daya 
berpengaruh dalam hal implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud 
adalah sumber daya manusia dan non sumber daya manusia seperti fasilitas, 
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modal, dan informasi. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-
Bab_II.pdf  pada Jumat, 3 Februari 2017 pukul 12:00 WIB.) 
Budi Widodo menjelaskan faktor penghambat pemanfaatan PIP antara 
lain kurangnya sosialisasi tentang PIP, pemberitahuan informasi yang selalu 
mundur, waktu pencairan dana tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada 
monitoring dari dinas terkait. Dari hasil penelitian yang dipaparkan ditemukan 
yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PIP antara lain kurangnya 
koordinasi antara lembaga penyalur dengan sekolah tentang pengambilan dana, 
terkadang peserta didik sudah datang ke bank tetapi dana belum bisa dicairkan. 
Selanjutnya yang menjadi penghambat pelaksanaan PIP adalah informasi 
informasi tersebut berkaitan dengan validitas data penerima PIP. Sekolah 
sudah mengusulkan peserta didik yang dianggap sudah sesuai kreiteria 
penerima PIP akan tetapi peserta didik tersebut tidak ditetapkan sebagai calon 
penerima oleh pemerintah, sedangkan peserta didik yang diusulkan melalui 
jalur fraksi ditetapkan sebagai  calon penerima PIP. Sekolah bingung karena 
tidak mengetahui penyebab ketidak lolosan peserta didik yang diusulkan, 
apabila dikarenakan administrasi peserta didik yang diusulkan sudah 
memenuhi. 
Ketepatan sasaran penerima bantuan PIP menjadi persoalan dalam 
masyarakat. Ketepatan yang dimaksud adalah peserta didik yang menerima PIP 
sudah sesuai  kriteria dan ketepatan penggunaan dana PIP. Berdasarkan hasil 
penelitian yang didapat penerima PIP di SMA N 11 Yogyakarta yang diusulkan 
oleh sekolah sudah tepat sasaran tetapi yang diusulkan melalui fraksi masih 
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belum, dikarenakan pekerjaan orangtua sebagai PNS. Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Program Indonesia Pintar menjelaskan bahwa peserta didik calon penerima PIP 
dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan 
prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan selanjutnya dilakukan validasi 
data usulan terhadap Dapodik (Data pokok pendidikan). Dalam peraturan 
tersebut sudah jelas bahwa peserta didik yang diusulkan oleh pemangku 
kepentingan akan menerima PIP apabila data tersebut sudah divalidasi melalui 
sistem dapodik, bila data yang diisikan dalam dapodik sudah benar, maka peserta 
didik yang orangtuanya PNS tidak memperoleh beasiswa tersebut. Pemangku 
kepentingan yang mengusulkan peserta didik tersebut adalah DPRD Komisi X 
yang menangani bidang pendidikan di wilayah Yogyakarta. Jumlah peserta didik 
yang diusulkan berdasarkan pada sistem kuota. Data penerima PIP dari 
kelompok kepentingan ini sulit untuk didapatkan karna peserta didik yang 
memperoleh PIP tidak melapor ke sekolah.  
Faktor penghambat yang lain adalah distribusi penggunaan dana. 
Sekolah mengalami kesulitan dalam mengawasi penggunaan dana penerima PIP. 
Hal tersebut dikarenakan dalam petunjuk pelaksanaan PIP belum mewajibkan 
sekolah dalam hal laporan penggunaan dana. Berbeda dengan BSM, sekolah 
wajib membuat laporan penggunaan dana sehingga transparansi dana jelas. 
Tidak adanya laporan pertanggungjawaban inilah yang menimbulkan persepsi 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia 
Pintar di SMA N 11 Yogyakarta dari aspek komunikasi kebijakan, PIP 
dikomunikasikan pada event-event tertentu dengan mengundang kepala 
sekolah bukan pengelola PIP secara langsung, sekolah mengkomunikasikan 
PIP secara lisan ke peserta didik. Sekolah memberitahu syarat-syarat yang 
harus dikumpulkan untuk pengusulan. Dari aspek sumberdaya peralatan, 
sumberdaya peralatan sudah cukup dan membatu dalam pelaksanaan PIP 
antara lain komputer dan wifi. Jumlah pengelola PIP di SMA N 11 Yogyakarta 
sudah cukup yaitu 2 orang guru BK dengan dibantu oleh admin dan bendahara. 
Dari segi modal Dinas Pendidikan DIKPORA terbatas dalam anggaran untuk 
melaksanakan sosialisasi PIP. Informasi yang diberikan mengenai pengusulan 
dan pencairan dana sudah jelas. 
2. a. Faktor pendukung pelaksanaan PIP adalah adanya dukungan dari orangtua 
berupa orangtua lapor ke sekolah kalau mempunyai KIP, adanya kerjasama 
antara guru BK dengan admin dan bendahara sekolah, adanya koordinasi antara 
pengelola di tingkat pusat, daerah dan sekolah, fasilitas yang disediakan 
sekolah sudah memadai, dan informasi yang jelas.  
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b. Faktor penghambat pelaksanaan PIP kurangnya komunikasi antara lembaga 
penyalur dengan sekolah terkait pengambilan dana, kurangnya anggaran untuk 
sosialisasi PIP, dan akurasi data. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang diberikan terkait 
implementasi PIP melalui KIP adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah 
a. Jalur pengusulan PIP cukup melalui satuan pendidikan baik formal/non 
formal, bila melalui kelompok kepentingan hendaknya ada kriteria khusus yang 
diterapkan misal melalui rekomendasi dinas sosial setempat. 
b. Beasiswa PIP hendaknya dikelola oleh sekolah agar transparansi dana jelas 
dan tidak menimbulkan multipersepsi di masyarakat. 
c. Validasi data penerima KIP/PIP didasarkan data dari sistem dapodik. 
d. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antara pengelola PIP baik di 
tingkat pusat, provinsi, sekolah dan lembaga penyalur. 
2. Sekolah 
a. Publikasi tentang informasi PIP lebih dioptimalkan. 
b. Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan untuk memantau distribusi 
penggunaan dana. 
c. Sekolah proaktif dengan pengaduan yang dilakukan oleh peserta didik. 
d. Sekolah hendaknya melakukan kerja sama dengan lembaga di kelurahan 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara, 











Lampiran 2.1 Pedoman Wawancara untuk Pengelola PIP (Guru BK) SMA N 11 
Yogyakarta 




1. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan beasiswa PIP? 
2. Berapa jumlah pengelola PIP di sekolah? 
3. Bagaimana cara Dinas mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
4. Bagaimana cara sekolah mengkomunikasikan PIP kepada peserta didik? 
5. Apakah informasi yang disampaikan ke sekolah sudah jelas? 
6. Berapa jumlah peserta didik yang diusulkan dan berapa yang memperoleh beasiswa 
PIP? 
7. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan PIP? 
8. Bagaimana strategi dari sekolah untuk mengawasi penggunaan dana PIP? 
9. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah untuk mengimplementasikan PIP? 
10. Apa saja peralatan yang digunakan untuk melaksanakan PIP? 
11. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP di sekolah? 
12. Apa saja hambatan/tantangan yang dialami selama pelaksanaan PIP?  
13. Bagaimana sekolah mengatasi hambatan tersebut? 
14. Apa saja dampak yang muncul setelah adanya PIP? 
15. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik agar pelaksanaan PIP sesuai dengan petunjuk 
teknis yang sudah ada? 




Lampuran 2.2 Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah 
PEDOMAN WAWANCARA II 




1. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan beasiswa PIP? 
2. Berapa jumlah pengelola PIP di sekolah? 
3. Bagaimana cara Dinas mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
4. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
5. Apakah informasi yang disampaikan sudah jelas? 
6. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan PIP? 
7. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan PIP? 
8. Apa saja peralatan yang digunakan untuk melaksanakan PIP? 
9. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP? 
10. Apa hambatan/tantangan yang dialami sekolah dalam melaksanakan PIP? 
11. Bagaimana cara sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut? 
12. Menurut Anda, apa saja kritik dan saran agar pelaksanaan PIP berjalan dengan 







Lampiran 2.3 Pedoman Wawancara untuk Peserta Didik Penerima PIP  
PEDOMAN WAWANCARA III 
Informan Peserta didik SMAN 11 Yogya 




1. Apa pekerjaan orang tua Anda? 
2. Bagaimana respon orang tua ketika Anda menerima beasiswa PIP? 
3. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
4. Berapa besaran dana beasiswa PIP yang Anda terima? 
5. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana PIP yang Anda terima? 
6. Menurut Anda, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah? 
7. Bagaimana sekolah mengawasi pemanfaatan dana PIP? 
8. Apakah ada kegiatan pembinaan bagi peserta didik penerima PIP? 
9. Menurut Anda, apa faktor pendukung pelaksanaan PIP? 
10. Apa saja hambatan yang muncul selama menerima dana PIP? 
11. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? 
12. Menurut Anda, apa dampak yang muncul setelah adanya PIP? 






Lampiran 2.4 Pedoman Wawancara untuk Pengelola PIP Dinas DIKPORA Provinsi DIY  
PEDOMAN WAWANCARA IV 





1. Sejak kapan beasiswa PIP dilaksanakan? 
2. Berapa jumlah pengelola PIP di Dinas Pendidikan DIKPORA? 
3. Bagaimana cara mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
4. Apakah informasi yang disampaikan oleh pemerintah sudah jelas? 
5. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas untuk mengimplementasikan PIP? 
6. Bagaimana sumber daya peralatn yang digunakan? 
7. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP? 
8. Apa saja hambatan/tantangan yang dialami selama pelaksanaan   PIP? 
9. Bagaimana Dinas mengatasi hambatan tersebut? 
10. Apa saja dampak yang muncul setelah adanya PIP? 










Lampiran 2.5 Pedoman Observasi 
Dalam pengamatan yang dilakukan adalah mengamati implementasi Program 
Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 11 Yogyakarta yang 












No. Aspek yang Diamati Keterangan 
1. Kondisi lingkungan sekolah  
2. Kegiatan pembinaan peserta didik penerima PIP  
3. Sosialisasi PIP di sekolah  






No. Aspek yang Diamati Keterangan 
1. Kondisi lingkungan sekolah 
SMA N 11 Yk terletak di dekat jalan raya. 
Halaman sekolah cukup luas dan ditanami 
pohon sehingga sekolah rindang dan sejuk. 
SMA N 11 Yk dikelilingi oleh pagar. Secara 
umum kondisi lingkungan sekolah bersih, hal 
tersebut dibuktikan dengan adanya petugas 
kebersihan yang membersihkan lingkungan 
sekolah pada jam istirahat. Gedung bagian 
depan digunakan untuk ruang TU dan ruang 
kepala sekolah, ruang kelas ada di bagian 
belakang. Interaksi antar warga sekolah juga 
baik, hal tersebut dibuktikan mereka saling 
bertegur sapa bila bertemu. Warga sekolah 
juga ramah. Di SMA N 11 Yk terdapat slogan 
tentang kebersihan, cinta lingkungan dan etika 
berlalu lintas. Kultur religius terbangun di 
SMA N 11 Yk hal tersebut dibuktikan dengan 
sekolah membiasakan kepada peserta didik 
untuk melaksanakan sholat dhuha. Ketika 
dhuhur peserta didik dan warga sekolah yang 
beragama islam melaksanakan sholat 
berjamaah. 
2. 
Kegiatan pembinaan peserta 
didik penerima PIP 
Ketika peneliti melakukan wawancara dengan 
pengelola dan juga peserta didik hasilnya tidak 
ada kegiatan pembinaan bagi peserta didik 
penerima PIP. Hal tersebut dikarenakan PIP 
tidak dikelola oleh sekolah sehingga sekolah 
tidak mengadakan kegiatan pembinaan.  
3. Sosialisasi PIP di sekolah 
Informasi mengenai PIP disampaikan secara 
lisan dan di papan informasi tidak ada brosur 
tentang PIP. 
4. 
Fasilitas  sekolah dan Dinas 
DIKPORA 
Fasilitas di SMA N 11 Yk sudah lengkap dan 
memenuhi kebutuhan peserta didik. Fasilitas 
yang disediakan sekolah seperti komputer, 
wifi, laboratorium IPA, laboraturium bahasa, 
laboraturium IPS, ruang kesenian, ruang 
karawitan, perpustakaan, koperasi. Fasilitas di 
Dinas DIKPORA juga sudah baik. Dinas 
menyediakan wifi, komputer dan kondisi 
gedung dalam kondisi baik. 
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Lampiran 2.6 Pedoman Dokumentasi 




















No. Dokumen/Arsip Ada Tidak 
1. Surat keputusan mengenai PIP melalui KIP.   
2. Juknis mekanisme PIP   
3. Pedoman pelaksanaan PIP di SMA   
4. Identitas  SMA N 11 Yogyakarta   
5. Visi, Misi dan Tujuan SMA N 11 Yogyakarta.   
6. Data jumlah Penerima PIP di SMA N 11 Yogyakarta   
























No. Dokumen/Arsip Ada Tidak 
1. Surat keputusan mengenai PIP melalui KIP. √ - 
2. Juknis mekanisme PIP √ - 
3. Pedoman pelaksanaan PIP di SMA √ - 
4. Identitas  SMA N 11 Yogyakarta √ - 
5. Visi, Misi dan Tujuan SMA N 11 Yogyakarta. √ - 
6. Data jumlah Penerima PIP di SMA N 11 Yogyakarta √ - 


























Lampiran 3.1 Transkip Wawancara dengan Guru BK SMA N 11 Yogyakarta  
Informan : Dra. Sri Maryatun  
Hari/Tanggal : Rabu/16 Februari 2017 dan Senin/18 April 2017 
Waktu : 08.00-09.00 
Tempat : SMA N 11 Yogyakarta 
 
No. Pertanyaan 
1. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan beasiswa PIP? 
“Kami melaksanakan PIP pada tahun 2015” 
2. Berapa jumlah pengelola PIP di sekolah? 
“Guru BK ada 2 orang, menurut saya pengelola sudah cukup nggak ada masalah. Untuk 
program beasiswa biasanya  guru BK dibantu oleh admin sekolah dan bendahara. Admin 
sekolah membantu dalam hal pengusulan ketika entry data di sistem dapodik, guru BK 
tugasnya menyampaikan informasi ke masing-masing kelas dan bendahara biasanya 
akan membantu mengecek siapa saja yang masih mempunyai tunggakan  pembayaran 
sehingga uangnya bisa buat membayar kekurangan”. 
3. Bagaimana cara Dinas mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
“Ya, melalui sosialisasi. Sosialisasi tersebut di sela-sela event tertentu, yang diundang 
adalah kepala sekolah, kita disuruh menginformasikan ke peserta didik bagi yang 
mempunyai KIP segera melapor ke sekolah”. 
4. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
“Guru BK akan menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, siapa saja yang 
mempunyai KIP dimohon segera melapor ke sekolah dan memberitahu syarat yang harus 
dikumpulkan”. 
5. Apakah informasi yang disampaikan ke sekolah sudah jelas? 
“Ya sudah jelas, ketika sosialisasi diberi juknis PIP, kita juga cari informasi sendiri untuk 
SK penerima dan SK pencairan di website “. 
6. Berapa jumlah peserta didik yang diusulkan dan berapa yang memperoleh beasiswa PIP? 
“Sebenarnya yang diusulkan sekolah sekitar 28 anak yang di SK sekitar 8-9 anak”. 
7. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan PIP? 
“Peran sekolah terkait PIP adalah pengusulan, sosialisasi dan pencairan”. 
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8. Bagaimana strategi dari sekolah untuk mengawasi penggunaan dana PIP? 
“Sekolah hanya bisa mengarahkan penggunaan dana agar tepat sasaran salah satunya 
dengan mengumpulkan nota”.  
9. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah untuk mengimplementasikan PIP? 
“Secepatnya mempermudah syarat-syarat yang dibutuhkan memberitahu nomor 
rekening tersebut kepada anak”. 
10. Apa saja peralatan yang digunakan untuk melaksanakan PIP? 
“Komputer dan wifi, fasilitas di sekolah sudah lengkap”. 
11. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP di sekolah? 
“Ada orangtua yang lapor ke sekolah kalau mempunyai kartu tersebut justru itu sangat 
membantu sekolah untuk pendataan’. 
12. Apa saja hambatan/tantangan yang dialami selama pelaksanaan PIP?  
“Ketika pengusulan ada peserta didik yang tidak tahu kalau orangtuanya mempunyai 
KPS/KKS sehingga setelah pengusulan selesai baru lapor kalau punya, jadi kami harus 
input ulang. Kemudian muncul No SK dari pemerintah dan sekolah tidak paham tentang 
SK itu mbak. Nominal atau besaran dana PIP masih kurang,  ketika datang ke Bank 
penyalur ternyata dana belum tersedia di bank. Dikarenakan dana dari bank pusat belum 
diberikan ke bank unit, padahal SK pencairan penerima sudah diedarkan dari 
kemendikbud pusat dan ada peserta didik yang sudah menerima dana tetapi tidak lapor 
ke sekolah” 
13. Bagaimana sekolah mengatasi hambatan tersebut? 
“Seperti yang saya katakan tadi orangtua lapor ke sekolah kalau mempunyai kartu, untuk 
SK kami menanyakan ke dinas dan kalau ada peserta didik yang tidak lapor pihak bank 
akan menginformasikan ke sekolah kalau yang bersangkutan sudah mengambil dana”. 
14. Apa saja dampak yang muncul setelah adanya PIP? 
“Membantu memenuhi kebutuhan sekolah peserta didik”. 
15. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik agar pelaksanaan PIP berjalan efektif dan 
efisien? 
“Saran saya pemerintah harus konsekuen antara jumlah peserta didik yang diusulkan 
dengan yang menerima. Untuk peserta didik penggunaan dana harus sesuai dengan 
ketentuan yang ada yaitu untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kalau kritiknya, 
pengusulan penerima PIP dari jalur fraksi kurang tepat sasaran dikarenakan  partai yang 




Lampiran 3.2 Transkip Wawancara dengan Waka Humas SMA N 11 Yogyakarta 
Informan : Edy Prajoko, S.Pd 
Hari/Tanggal : Senin/03 April 2017 
Waktu : 11:43-12:10 WIB 
Tempat : SMA N 11 Yogyakarta 
 
No. Pertanyaan 
1. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan beasiswa PIP? 
“Tahun 2015 kita sudah menjalankan program tersebut” 
2. Berapa jumlah pengelola PIP di sekolah? 
 “Jumlah guru BK ada 2 orang, sumber daya manusia kalau dari pengelola 
sudah cukup karna sebenarnya tdak ada anggaran untuk membayar 
pengelola”. 
3. Bagaimana cara Dinas mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
“Dinas mensosialisasikannya melalui kepala sekolah, bisa bersamaan dengan 
guru BK, kalau tidak ya mengundang kepala sekolah terus nanti disposisi”. 
4. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
“Guru BK akan menyampaikan ke peserta didik bagi yang mempunyai KIP 
disuruh lapor ke sekolah untuk diusulkan”. 
5. Apakah informasi yang disampaikan ke sekolah sudah jelas? 
“Ya sudah jelas, pas sosialisasi kita diberi juknis PIP meskipun ada kerancuan-
kerancuan tetapi pelaksanaannya sudah sesuai prosedur”.   
6. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan PIP? 
“Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima PIP”.  
7. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah untuk mengimplementasikan PIP? 
“Kalau sekolah berusaha mengusulkan saja peserta didik yang benar-benar 
berhak menerima PIP” 
8. Apa saja peralatan yang digunakan untuk melaksanakan PIP? 
“Dari segi peralatan kita sudah terfasilitasi, disini ada komputer dan sudah 
dilengkapi dengan wifi”. 
9. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP di sekolah? 
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“Orangtua sangat mendukung program PIP buktinya ada masukan ke sekolah  
seharusnya PIP dikelola oleh sekolah sehingga penggunaan dana PIP tepatt 
sasaran.”( 
10. Apa saja hambatan/tantangan yang dialami selama pelaksanaan PIP?  
“Hambatan atau kesulitan yang dialami sekolah ketika pelaksanaan PIP adalah 
distribusi penggunaan dana PIP. Dana PIP digunakan belum semestinya. 
Sebenarnya dana PIP digunakan untuk kebutuhan sekolah. Yang kedua, validasi 
data. Kita tidak tahu data secara real asalnya dari mana selain dari sekolah, 
kenapa yang diusulkan sekolah tidak lolos, kalau berkaitan dengan SKTM ada, 
kondisi rumah ada, kita nggak tahu kok tidak lolos sedangkan aspirasi partai 
lolos”. 
11. Bagaimana sekolah mengatasi hambatan tersebut? 
“Kami berusaha memanaj anggaran agar tepat sasaran salah satunya dengan 
mengumpulkan nota dan kami berusaha mengusulkan peserta didik yang berhak 
diusulkan.” 
12. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik agar pelaksanaan PIP berjalan efektif 
dan efisien? 
“Menyarankan pada pemerintah terkait, ya datanya bisa diambil dari 
departemen sosial, kependudukan sehingga data valid. Distribusi dari 
pemerintah kepada anak jelas sasaran tepat dan penggunaan tepat, sasaran tepat 
tapi penggunaan tidak tepat. Sekolah akan mengarahkan penggunaan dana, 











Lampiran 3.3 Transkip Wawancara dengan Staff DIKPORA DIY Seksi SMA 
Informan : Tini 
Hari/Tanggal : Rabu/29 Maret 2017 
Waktu  : 08:30-10.00 WIB 
Tempat  : DIKPORA DIY 
 
No. Pertanyaan 
1. Sejak kapan beasiswa PIP dilaksanakan? 
“Mulai tahun 2015 sudah ada sosialisasi tentang PIP” 
2. Berapa jumlah pengelola PIP di Dinas Pendidikan Provinsi DIY? 
“Satu seksi terdiri dari 10 orang, kita kerjanya bareng-bareng ngak ada 
yang secara khusus mengurusi PIP. 
3. Bagaimana cara Dinas mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
“Biasanya waktu rakor terus sama pas kita menyelenggarakan workshop 
tentang program-program sekolah dengan kepala sekolah, kita 
membagikan juknis PIP dan disitu ada materi tentang PIP dan yang 
menyampaikan pusat”. 
4. Apakah informasi yang disampaikan sudah jelas? 
“Materi yang disampaikan dari pusat sebenarny sudah komplit tetapi 
persepsi dari yang disosialisasi beragam. Anggaran untuk mengundang 
guru BK tidak tersedia dari Dinas. Kita juga download SK sendiri dan cari 
tahu informasi sendiri.” 
5. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas untuk mengimplementasikan 
PIP? 
“Dinas menginformasikan ke sekolah ketika ada acara tertentu agar sekolah 
proaktif ke desa atau kecamatan/ peserta didik kalau ada KIP yang belum 
terambil segera diambil dan dilaporkan”. 
6. Bagaimana peran Dinas dalam pelaksanaan PIP? 
“Untuk tahun lalu Dinas tidak banyak terlibat secara langsung tetapi kami 
mensosialisasikan PIP dan memberikan pelayanan terkait PIP 
7. Bagaimana sumber daya peralatan yang digunakan? 
“Peralatan ya seperti komputer dan wifi.”  
8. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP? 
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“Tergantung personil ya personil dari sekolah dan sama kelurahan, kalau 
kelurahannya tidak begitu peduli ya nggak membantu”. 
9. Apa saja hambatan/tantangan yang dialami selama pelaksanaan   PIP? 
“Kalau di kelurahan itu kan anaknya sekolah di lintas kecamatan sementara 
kartunya di kelurahan, jadi kadang udah nggak terdeteksi. Kita kesulitan 
untuk cari tahu yang belum menerima KIP karna datanya hanya alamat 
tidak ada nama sekolah. Jumlah yang diusulkan belum tentu sama dengan 
yang ada di SK dan ketika Siswa sudah datang ke bank belum tentu dana 
langsung cair juga”. 
10. Bagaimana Dinas Pendidikan  mengatasi hambatan tersebut? 
“Kita berharap sekolah jemput bola untuk mengecek ke kelurahan tempat 
peserta didik tinggal dan anak juga segera lapor ke sekolah kalau punya 
KIP”. 
11. Apa saja dampak yang muncul setelah adanya PIP? 
“Bisa beli tas, buku, dan alat tulis lainnya”. 
12. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik agar pelaksanaan PIP sesuai 
dengan petunjuk teknis yang sudah ada? 
“Dari segi data perlu data yang akurat, yang jelas ada itu kordinasi antara 


















Lampiran 3.4 Transkip Wawancara dengan Peserta Didik Penerima PIP  
Informan : Muhammad Rifki 
Hari/Tanggal : Senin/ 27 Maret 2017 
Waktu  : 09:30-10.15 WIB 







1. Apa pekerjaan orangtua Anda? 
“Ibu buruh kalau bapak wiraswata”. 
2. Bagaimana respon orangtua ketika Anda menerima beasiswa PIP? 
“Ya senang.” 
3. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
“Diberitahu secara lisan, dikasih tahu syarat-syaratnya terus dikumpulkan ke pihak 
sekolah”. 
4. Berapa besaran dana PIP yang Anda terima? 
“Satu juta rupiah”. 
5. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana PIP yang Anda terima? 
“Kalau dari saya buat beli sepatu dan alat-alat perlengkapan sekolah”.  
6. Menurut Anda, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah? 
 “Menurut saya sudah lengkap disini ada laboraturium IPA dan IPS juga dilengkapi 
dengan wifi”. 
7. Bagaimana sekolah mengawasi penggunaan dana PIP? 
“Biasanya kalau kita beli sesuatu misal alat-alat sekolah notanya dikasih ke sekolah jadi 
tahu dananya digunakan untuk apa aja”. 
8. Adakah kegiatan pembinaan bagi peserta didik penerima PIP?  
“Belum ada mbak”. 
9. Menurut Anda apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan PIP di sekolah? 
“Kalau untuk memperoleh kartu itu saya didaftarin sama kakak saya, ketika dapat 
kartunya saya lapor ke sekolah”.  
10. Apa saja hambatan/tantangan yang muncul ketika Anda memperoleh PIP? 
“Nggak ada mbak”. 
11. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? 
- 
12. Menurut Anda apa dampak yang muncul setelah menerima PIP? 
“Gampang memenuhi kebutuhan sekolah”. 
13. Menurut Anda, apa saja kritik dan saran untuk penyelenggaraan PIP? 
“Pencairan dananya lebih dirutinkan lagi”. 
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Lampiran  3.5 Transkip Wawancara dengan Peserta Didik Penerima PIP 
Informan : Dhea Raka Nindya 
Hari/Tanggal : Senin/27 Maret 2017 
Waktu  : 11.00-11.45 
Tempat : SMA N 11 Yogyakarta 
 
No. Pertanyaan 
1. Apa pekerjaan orangtua Anda? 
“Sekarang udah nggak kerja, kalau dulu bekerja sebagai wiraswasta. 
2. Bagaimana respon orangtua ketika Anda menerima beasiswa PIP? 
“Ya senang.” 
3. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
“Lewat pemberitahuan secara lisan sama dikasih tahu syarat-syaratnya”.  
4. Berapa besaran dana PIP yang Anda terima? 
“Satu juta rupiah di akhir kelas XI”. 
5. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana PIP yang Anda terima? 
“Dulu buat beli sepatu, jersey  soalnya mau lomba dan tas”. 
6. Menurut Anda, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah? 
 “Menurut saya sudah lengkap dan menunjang pembelajaran yang ada”. 
7. Bagaimana sekolah mengawasi penggunaan dana PIP? 
“Biasanya disuruh ngumpulin nota”.  
8. Adakah kegiatan pembinaan bagi peserta didik penerima PIP?  
“Nggak ada”. 
9. Apa faktor pendukung pelaksanaan PIP? 
“Aku tahu prosedurnya itu dari surat yang ada di amplop waktu dapat PIP jadi 
ya aku mengikuti prosedur itu, terus kalau masalah fasilitas sudah mendukung 
buat pelaksanaan PIP.” 
10. Apa saja hambatan/tantangan yang muncul ketika Anda memperoleh PIP? 
“Sudah dapat kartu dan diusulkan tapi dana nya kok nggak turun-turun, periode 
pencairan dananya kurang jelas cuma dijelaskan per semester, sama data di kartu 
salah”.  
11. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? 
“Langsung tanya ke dinas untuk meminta penjelasan dan mencari informasi dari 
internet”. 
12. Menurut Anda apa dampak yang muncul setelah menerima PIP? 
“Terbantu, sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah.” 
13. Menurut Anda, apa saja kritik dan saran untuk penyelenggaraan PIP? 
Kritik: Pertanggungjawaban untuk penggunaan dana masih kurang dan kenapa 
pengusulan harus ada yang lewat jalur partai, padahal semua membutuhkan. 
Sarannya sekolah lebih berusaha lagi dalam pengusulan atau pengajuan penerima 




Lampiran 3.6 Transkip Wawancara dengan Peserta Didik Penerima PIP 
Informan : Fajar Kurniawan 
Hari/Tanggal : Kamis/30 Maret 2017 
Waktu  : 09.30-10.00 
Tempat : SMA N 11 Yogyakarta 
 
No. Pertanyaan 
1. Apa pekerjaan orangtua Anda? 
“Ayah buruh kalau ibu di rumah ”. 
2. Bagaimana respon orangtua ketika Anda menerima beasiswa PIP? 
“Senang karna dapat meringankan biaya sekolah”. 
3. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
“Pemberitahunnya secara lisan perorangan, terus disuruh 
mengumpulkan syaratnya ke BK”. 
4. Berapa besaran dana PIP yang Anda terima? 
“Satu juta mbak”. 
5. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana PIP yang Anda terima? 
“Kalau saya buat bayar bimbingan belajar”. 
6. Menurut Anda, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah? 
 “Menurut saya sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan siswa “ 
7. Bagaimana sekolah mengawasi penggunaan dana PIP? 
“Kita disuruh mengumpulkan nota”. 
8. Adakah kegiatan pembinaan bagi peserta didik penerima PIP?  
“Tidak ada”. 
9. Menurut Anda apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan PIP di 
sekolah? 
“Pas dapat kartu itu ada petunjuk penggunaannya jadi saya mengikuti 
petunjuk tersebut” 
10. Apa saja hambatan/tantangan yang muncul ketika Anda memperoleh 
PIP? 
“Saya kurang paham tentang prosedur pencairan dananya”. 
11. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? 
“Saya tanya ke bank penyalur tentang prosedur untuk mendapatkan dana 
PIP” 
12. Menurut Anda apa dampak yang muncul setelah menerima PIP? 
“Ya membantu memenuhi kebutuhan sekolah dan meringakan biaya 
sekolah”. 
13. Menurut Anda, apa saja kritik dan saran untuk penyelenggaraan PIP? 
“Kritiknya sosialisasi tentang PIP lebih diperjelas lagi, kalau sarannya 
PIP harus dioptimalkan untuk membantu semua anak sekolah yang ada 




Lampiran 3.7 Transkip Wawancara dengan Peserta Didik Penerima PIP 
Informan : Erry Susilo 
Hari/Tanggal : Senin/03 April 2017 
Waktu  : 12.00-12.20 WIB 
Tempat : SMA N 11 Yogyakarta 
 
No. Pertanyaan 
1. Apa pekerjaan orangtua Anda? 
“Ibu sebagai ibu rumah tangga kalau bapak sopir”. 
2. Bagaimana respon orangtua ketika Anda menerima beasiswa PIP? 
“Ya respon dari orangtua ya baik, sangat membantu bagi saya”. 
3. Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
.” Ya sekolah mengumpulkan peserta didik dan memberitahu syarat-
syarat yang harus dikumpulkan”. 
4. Berapa besaran dana PIP yang Anda terima? 
“Kalau kemarin lima ratus ribu mbak”. 
5. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana PIP yang Anda terima? 
“Buat beli alat tulis dan tas”. 
6. Menurut Anda, bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah? 
 “Menurut saya sudah lengkap” 
7. Bagaimana sekolah mengawasi penggunaan dana PIP? 
“Dikasih arahan dan disuruh mengumpulkan nota”. 
8. Adakah kegiatan pembinaan bagi peserta didik penerima PIP?  
“Tidak ada”. 
9. Menurut Anda apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan PIP di 
sekolah? 
“Sekolah memberi infromasi ke peserta didik”. 
10. Apa saja hambatan/tantangan yang muncul ketika Anda memperoleh 
PIP? 
“Harus mengumpulkan nota kadang beli alat tulis ngak ada notanya”. 
11. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut? 
“Ya bilang ke guru BK”. 
12. Menurut Anda apa dampak yang muncul setelah menerima PIP? 
“Bisa beli alat tulis yang dulunya belum bisa beli sekarang bisa beli”. 
13. Menurut Anda, apa saja kritik dan saran untuk penyelenggaraan PIP? 
“Sebaiknya dioptimalkan lagi biar tepat sasaran, masih banyak yang 
perekonomian orangtuanya berada dapat PIP, sementara yang kurang 























Validasi data  (Triangulasi Sumber) 
Sejak kapan mengimplementasikan beasiswa PIP? 
SM: Pada tahun 2015 
EP: Tahun 2015 
TN: Mulai tahun 2015 
Kesimpulan: PIP diimplementasika mulai tahun 2015 
Berapa jumlah pengelola PIP di sekolah? 
SM: Guru BK ada 2 orang, menurut saya pengelola sudah cukup nggak ada 
masalah 
EP: Jumlah guru BK ada 2 orang, sumber daya manusia kalau dari pengelola sudah 
cukup 
Kesimpulan: Jumlah pengelola PIP di SMA N 11 Yk ada 2 orang dan dinilai sudah 
cukup. 
Bagaimana cara Dinas mengkomunikasikan PIP kepada sekolah? 
SM: Ya, melalui sosialisasi. Sosialisasi tersebut di sela-sela event tertentu, yang 
diundang adalah kepala sekolah. 
EP: Dinas mensosialisasikannya melalui kepala sekolah, bisa bersamaan dengan 
guru BK. 
TN: Biasanya waktu rakor terus sama pas kita menyelenggarakan workshop 
tentang program-program sekolah dengan kepala sekolah 
Kesimpulan: Dinas mengkomunikasikan PIP mellaui sosialisasi ketika ada event 
tertentu dan yang diundang adalah kepala sekolah. 
Bagaimana sekolah mensosialisasikan PIP kepada peserta didik? 
SM: Guru BK akan menyampaikan informasi ke masing-masing kelas dan 
memberitahu syarat yang harus dikumpulkan. 
EP: Guru BK akan menyampaikan ke peserta didik bagi yang mempunyai KIP 
disuruh lapor ke sekolah untuk diusulkan. 
MR: Diberitahu secara lisan, dikasih tahu syarat-syaratnya terus dikumpulkan ke 
pihak sekolah. 
DR: Lewat pemberitahuan secara lisan sama dikasih tahu syarat-syaratnya 
FK: Pemberitahunnya secara lisan, terus disuruh mengumpulkan syaratnya ke BK. 
ES: Ya saya diberi tahu kalau dapat beasiswa dan memberitahu syarat-syarat yang 
harus dikumpulkan 
Kesimpulan: Sekolah mensosialisasikan PIP ke peserta didik secara lisan dan 
memberitahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan. 
Apakah informasi yang disampaikan ke sekolah/dinas sudah jelas? 
SM: Materi yang disampaikan dari pusat sebenarnya sudah komplit tetapi persepsi 
dari yang disosialisasi beragam. 
EP: Ya sudah jelas, pas sosialisasi k.ita diberi juknis PIP 
TN: Ya sudah jelas, ketika sosialisasi diberi juknis PIP 
Kesimpulan: Informasi yang disampaikan ke sekolah/Dinas sudah jelas. 




SM: Sebenarnya yang diusulkan sekolah sekitar 28 anak yang di SK sekitar 8-9 
anak 
Kesimpulan: Yang diusulkan 28 orang tetapi yang tercantum di SK 8-9 orang. 
Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan PIP? 
SM: Peran sekolah terkait PIP adalah pengusulan, sosialisasi dan pencairan 
EP: Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima PI. 
Kesimpulan: sekolah berperan dalam hal pengusulan, sosialisasi dan pencairan. 
Bagaimana strategi dari sekolah untuk mengawasi penggunaan dana PIP? 
SM: Sekolah hanya bisa mengarahkan penggunaan dana agar tepat sasaran salah 
satunya dengan mengumpulkan nota. 
EP: Strategi untuk memanaj anggaran agar tepat sasaran adalah mengarahkan dan 
menguimpulkan nota. 
MR: Biasanya kalau kita beli sesuatu misal alat-alat sekolah notanya dikasih ke 
sekolah. 
DR: Biasanya disuruh ngumpulin nota 
FK: Kita disuruh mengumpulkan nota 
ES: disuruh mengumpulkan nota 
Kesimpulan: Strategi yang dilakukan sekolah adalah dengan mengumpulkan nota. 
Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah untuk mengimplementasikan PIP? 
SM: Secepatnya mempermudah syarat-syarat yang dibutuhkan, memberitahu 
nomor rekening tersebut kepada anak dan mengusulkan. 
EP: Kalau sekolah berusaha mengusulkan saja peserta didik yang benar-benar 
berhak menerima PIP 
Kesimpulan: Strategi yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan PIP 
adalah secepatnya mempermudah syarat-syarat yang dibutuhkan, memberi tahu 
nomer rekening dan mengusulkan. 
Apa saja peralatan yang digunakan untuk melaksanakan PIP? 
SM: Komputer dan wifi 
EP: Komputer dan wifi 
TN: komputer dan wifi 
Kesimpulan: Peralatan yang digunakan untuk mengimplementasikan PIP adalah 
komputer dan wifi. 
Bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah? 
MR: sudah lengkap, disini ada laboraturium IPA dan IPS juga dilengkapi dengan 
wifi 
DR: sudah lengkap dan menunjang pembelajaran yang ada 
FK: sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan siswa 
ES: Sudah lengkap 
Kesimpulan: fasilitas yang disediakan oleh sekolah sudah lengkap, mampu 
menunjang pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa. 
Apa saja faktor pendukung pelaksanaan PIP? 
SM: Ada orangtua yang lapor ke sekolah 
EP: Orangtua sangat mendukung program PIP 
TN: Personil dari sekolah dan kelurahan 
BW: Personil yang proaktif. 
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FK: Mengikuti petunjuk penggunaan kartu 
DR: Mengikuti petunjuk penggunaan kartu 
ES: Informasi yang jelas 
Kesimpulan: Faktor pendukung Tergantung personil,  dukungan dari orangtua, 
mengikuti petunjuk penggunaan kartu dan informasi yng jelas. 
Apa saja hambatan/tantangan yang dialami selama pelaksanaan PIP? 
SM: Ada peserta didik yang tidak tahu kalau orangtuanya mempunyai KPS/KKS, 
Nominal atau besaran dana PIP masih kurang, ketika datang ke Bank penyalur 
ternyata dana belum tersedia di bank 
EP: distribusi penggunaan dana PIP, validasi data 
TN: ketika siswa sudah datang ke bank belum tentu dana langsung cair juga. 
FK: Prosedur pencairan dana masih kurang paham 
DR: Periode pencairan dana kurang tahu, data di kartu salah. 
MR: Periode pencairan dana kurang tahu 
Kesimpulan: hambatan/tatangan yang dialami selama pelaksanaan pIP adalah 
validasi data, ketika datang ke bank dana ternyata belum turun, dan periode 
pencairan dana yang kurng tahu. 
Bagaimana  mengatasi hambatan tersebut? 
SM: orangtua lapor ke sekolah 
EP: mengumpulkan nota dan kami berusaha mengusulkan peserta didik yang 
berhak diusulkan 
TN:menghimbau ke sekolah untuk jemput bola yaitu untuk mengecek ke kelurahan  
DR: Tanya ke dinas 
FK: Tanya ke bank terkait pencairan dana PIP 
Kesimpulan: solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut 
orangtua melapor ke sekolah, pengumpulan nota dan mengusulkan peserta didik 
yang layak diusulkan, menghimbau ke sekolah untuk jemput bola yaitu untuk 
mengecek ke kelurahan, tanya ke dinas dan tanya ke bank terkait pencairan dana. 
Apa saja dampak yang muncul setelah adanya PIP? 
SM: Membantu memenuhi kebutuhan sekolah peserta didik 
TN: Bisa beli tas, buku, dan alat tulis lainnya 
MR: memenuhi kebutuhan sekolah 
DR: terbantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah 
FK: membantu memenuhi kebutuhan sekolah dan meringakan biaya sekolah 
ES: Bisa beli alat tulis yang dulunya belum bisa beli sekarang bisa beli 





























Analisis Data (Reduksi, Display dan Kesimpulan)  
  
No.  Pertanyaan  Informan  Reduksi  Kesimpulan  
1.  Sejak kapan 
mengimplementasikan 
beasiswa PIP?  
SM:  Kami 
melaksanakan 
PIP pada tahun 
2015.  
SM: Tahun 2015  Beasiswa PIP di 
implementasikan 
pada tahun 2015.  
EP: Tahun 2015 kita 
sudah menjalankan 
program tersebut.  
EP: Tahun 2015  
TN: Mulai tahun 2015 
sudah ada sosialisasi 
tentang PIP  
TN: Mulai tahun 
2015  
2.  Berapa jumlah pengelola 
PIP di sekolah?  
SM: Guru BK ada 2 
orang, menurut saya 
pengelola sudah 
cukup nggak ada 
masalah.  
Untuk  program  
beasiswa  biasanya   
guru BK dibantu oleh 
admin sekolah dan 
bendahara. Admin 
sekolah membantu 
dalam hal pengusulan 
ketika entry data di 
sistem dapodik, guru  











uangnya bisa buat 
membayar 
kekurangan”.  
SM: Guru BK ada 2 
orang,   
  
Jumlah pengelola 
PIP di sekolah ada 2 
orang guru BK   
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EP: Jumlah guru BK 
ada 2 orang, sumber 
daya manusia kalau 
dari pengelola sudah 
cukup karna 
sebenarnya tdak ada  
EP: Jumlah guru BK 
ada 2 orang, sumber 
daya manusia kalau 
dari pengelola sudah 
cukup  
 
  anggaran untuk 
membayar pengelola  
  
3.  Bagaimana cara Dinas 
mengkomunikasikan PIP 
kepada sekolah?  
SM: Ya, melalui 
sosialisasi. Sosialisasi 
tersebut di sela-sela 
event tertentu, yang 
diundang adalah 
kepala sekolah, kita 
disuruh  
menginformasikan ke 
peserta didik bagi 
yang mempunyai KIP 
segera melapor ke  








sosialisasi dan yang 
diundang adalah 
kepala sekolah  





guru BK, kalau tidak 
ya mengundang kepala 
sekolah terus nanti 
disposisi.   
  
EP: Melalui kepala 
sekolah   
TN: Biasanya waktu 





sekolah dengan kepala 
sekolah, kita 
membagikan juknis 
PIP dan disitu ada 
materi tentang PIP dan 
yang  
menyampaikan pusat   
  
TN: Biasanya waktu 






4.   Bagaimana sekolah 
mensosialisasikan PIP 
kepada peserta didik?   
  




siapa saja yang 
mempunyai KIP 
dimohon segera 
melapor ke sekolah 
dan memberitahu 
syarat yang harus 
dikumpulkan  
SM: Guru BK akan 
menyampaikan 
informasi ke masing-
masing kelas.  
Sekolah 
mengkomunikasikan  
PIP secara lisan 
melalui guru BK.  
 
 
     
EP: Guru BK akan 
menyampaikan ke 
peserta didik bagi yang 
mempunyai  
KIP disuruh lapor ke 
sekolah untuk 
diusulkan   
  
EP: Guru BK akan 
menyampaikan ke 
peserta didik  
MR: Diberitahu secara 
lisan, dikasih tahu 
syarat-syaratnya terus 
dikumpulkan ke pihak 
sekolah   
  
MR:Pemberitahuan  
secara lisan  
DR: Lewat 
pemberitahuan secara 
lisan sama dikasih tahu 
syarat-syaratnya   
  
DR: Pemberitahuan 







syaratnya ke BK   
  
FK: Pemberitahuan 
secara lisan  





syaratnya ke BK   
  
ES: Pemberitahuan 
secara lisan  
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5.  Apakah informasi yang 
disampaikan ke 
sekolah/dinas sudah 
jelas?   
  
SM: Ya sudah jelas, 
ketika sosialisasi 
diberi juknis PIP, kita 
juga cari informasi 
sendiri untuk SK 
penerima dan SK  
pencairan di website   
   
  




EP: Ya sudah jelas, 
pas sosialisasi kita 
diberi juknis PIP 
meskipun ada 
kerancuan-kerancuan  
EP: jelas  
 
  tetapi pelaksanaannya 
sudah sesuai prosedur   
  
  
TN: Materi yang 
disampaikan dari 
pusat sebenarnya 
sudah komplit tetapi 
persepsi dari yang 
disosialisasi beragam. 
Anggaran untuk 
mengundang guru BK 
tidak tersedia dari 
Dinas. Kita juga 
download SK sendiri 
dan cari tahu 
informasi  
sendiri   
  
TN: materi jelas dan 
komplit  
6.  Bagaimana peran sekolah 
dalam pelaksanaan PIP?   
  
SM: Peran sekolah 
terkait PIP adalah 
pengusulan, sosialisasi 








dalam  hal  
sosialisasi,  
 pengusulan  dan   
pencairan,   
EP: Sekolah 
mengusulkan peserta 
didik calon penerima  
PIP   
  
EP: Mengusulkan 
calon penerima PIP  
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7.  Bagaimana strategi dari 
sekolah untuk 
mengawasi penggunaan 
dana PIP?   
  
SM: Sekolah hanya 
bisa mengarahkan 
penggunaan dana agar 
tepat sasaran salah 
satunya dengan 






adalah dengan  
mengumpulkan nota  
EP: Strategi untuk 
memanaj anggaran 
agar tepat sasaran 
adalah mengarahkan 
dan menguimpulkan 




MR: Biasanya kalau 
kita beli sesuatu  
MR: notanya dikasih 
ke sekolah  
 
  misal alat-alat sekolah 
notanya dikasih ke 
sekolah jadi tahu 
dananya digunakan 
untuk apa aja   
  
  
DR: Biasanya disuruh 




FK: Kita disuruh 




ES: Dikasih arahan dan 
disuruh mengumpulkan 




8.  Apa saja peralatan yang 
digunakan untuk 
melaksanakan PIP?   
  
SM: Komputer dan  
wifi, fasilitas di 
sekolah sudah lengkap   
  






dan wifi.  EP: Dari segi 
peralatan kita sudah 
terfasilitasi, disini ada 
komputer dan sudah 
dilengkapi dengan wif   
  




TN: Peralatan ya 
seperti komputer dan  
wifi   
  




Bagaimana fasilitas yang 
disediakan oleh sekolah?   
  
MR: Menurut saya 
sudah lengkap disini 
ada laboraturium IPA 
dan IPS juga 
dilengkapi dengan wifi   
  
MR: sudah lengkap  Fasilitas  yang 
disediakan  oleh 
sekolah 
 sudah 
lengkap  dan 
memenuhi kebutuhan 
siswa.  
DR: Menurut saya 
sudah lengkap dan 
menunjang 
pembelajaran yang  
ada   
  
DR: sudah lengkap  
FK: Menurut saya 
sudah lengkap dan  
memenuhi kebutuhan 
siswa   
FK: sudah lengkap 
dan memenuhi 
kebutuhan siswa  
 
 
 ES: Menurut saya 
sudah lengkap   
  
ES: sudah lengkap   
10.  Apa saja faktor 
pendukung pelaksanaan 
PIP?   
  
SM: Ada orangtua 
yang lapor ke sekolah  
kalau mempunyai  
kartu tersebut justru 
itu sangat membantu 
sekolah untuk 
pendataan .  
Kerjasama antara guru 
BK, kesiswaan, admin 
dan bendahara sekolah 
   





guru BK dengan 
admin dan 
bendahara sekolah.  
Faktor pendukung 
PIP yaitu dukungan 
dari orangtua, 
kerjasama antara 
guru BK dengan 
admin dan 
bendahara sekolah, 
informasi dari kartu  
EP: Orangtua sangat 
mendukung program 
PIP buktinya ada 
masukan ke sekolah 
seharusnya PIP 
dikelola oleh sekolah 
sehingga penggunaan 
dana PIP tepat sasaran.   
  





personil ya personil 
dari sekolah dan sama 
kelurahan, kalau 
kelurahannya tidak 
begitu peduli ya 
nggak membantu   
  
TN: personil dari 
kelurahan dan 
sekolah  
FK: Pas dapat kartu itu 
ada petunjuk 
penggunaannya jadi 
saya mengikuti  
petunjuk tersebut”   
  
FK: informasi dari 
kartu  
DR:Aku tahu 
prosedurnya itu dari 
surat yang ada di 
amplop waktu dapat 
PIP jadi ya aku 
mengikuti prosedur 
itu, terus kalau  
masalah fasilitas sudah 
mendukung  
buat pelaksanaan PIP   
  
DR: informasi dari 
kartu  
 
  ES: Sekolah memberi 
infromasi ke peserta 
didik   





11.  Apa saja 
hambatan/tantangan 
yang dialami selama 




peserta didik yang 





baru lapor kalau 
punya, jadi kami 
harus input ulang. 
Kemudian muncul No 
SK dari pemerintah 
dan sekolah tidak 
paham tentang SK itu 
mbak. Nominal atau 
besaran dana PIP 
masih kurang, ketika 
datang ke Bank 
penyalur ternyata 
dana belum tersedia di 
bank. Dikarenakan 
dana dari bank pusat 
belum diberikan ke 
bank unit, padahal SK 
pencairan penerima 
sudah diedarkan dari 
kemendikbud pusat 
dan ada peserta didik 
yang sudah menerima 
dana tetapi tidak lapor  
ke sekolah  
SM: Peserta didik 
yang tidak tahu 
kalau mempunyai 
KIP, besaran dana 
yang masih kurang, 
dan dana belum 




besaran dana yang 
masih kurang, 
distribusi  
penggunaan  dana  
PIP, validasi data, 
kurang jelasnya 
periode pencairan 
dana PIP dan 
informasi tentang 
PIP yang sedikit 
terlambat  
EP: Hambatan atau 




penggunaan dana PIP. 
Dana PIP digunakan 
belum semestinya.  
Sebenarnya dana PIP 
digunakan untuk 
kebutuhan sekolah. 
Yang kedua, validasi  
EP: distribusi 
penggunaan dana, 




  data. Kita tidak tahu 
data secara real 
asalnya dari mana 
selain dari sekolah, 
kenapa yang diusulkan 
sekolah tidak lolos, 
kalau berkaitan dengan 
SKTM ada, kondisi 
rumah ada, kita nggak 
tahu kok tidak lolos 
sedangkan aspirasi 
partai lolos.  
  
TN: Kalau di 
kelurahan itu kan 
anaknya sekolah di 
lintas kecamatan 
sementara kartunya di 
kelurahan, jadi kadang 
udah nggak terdeteksi. 
Kita kesulitan untuk 
cari tahu yang belum 
menerima KIP karna 
datanya hanya alamat 
tidak ada nama 
sekolah. Jumlah yang 
diusulkan belum tentu 
sama dengan yang ada 
di SK dan ketika siswa 
sudah datang ke bank 
belum tentu dana 
langsung cair juga   






jumlah peserta didik 
yang diusulkan 
tidak sama dengan 
jumlah yang 
memperoleh 
beasiswa PIP, Siswa 
sudah datang ke 
bank belum tentu 
dana langsung cair 
juga  
DR:Sudah dapat kartu 
dan diusulkan tapi 
dana nya kok nggak 
turun-turun, periode 
pencairan dananya 
kurang jelas cuma 
dijelaskan per 
semester, sama data di 
kartu salah   
DR: periode 
pencairan dana 
kurang jelas dan 
akurasi data  
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FK: Saya kurang 
paham tentang 
prosedur pencairan 
dananya   
FK: kurang paham 
tentang prosedur 
pencairan dana  
  MR: Kalau periode 
pencairan dana kurang 
tahu, misal tahun 
kemarin dapat 
selanjutnya belum 
tentu dapat lagi.   
MR: Periode 
pencairan dana 










sekolah tentang PIP 
sedikit terlambat  
MW: Pemberitahuan 
tentang PIP sedikit 
terlambat  
MW:Pemberitahuan 
tentang PIP sedikit 
terlambat  
12.  Bagaimana mengatasi 
hambatan tersebut?   
  
SM: Seperti yang saya 
katakan tadi orangtua 
lapor ke sekolah kalau 
mempunyai kartu, 
untuk SK kami 
menanyakan ke dinas 
dan kalau ada peserta 
didik yang tidak lapor 
pihak bank akan 
menginformasikan ke 
sekolah kalau yang 
bersangkutan sudah 
mengambil dana   
  
SM: orangtua lapor 
ke sekolah kalau 
mempunyai kartu, 
untuk SK kami 
menanyakan ke 
dinas dan kalau ada 
peserta didik yang 
tidak lapor pihak 
bank akan  
menginformasikan 




lapor ke sekolah 
pihak bank 
menginformasikan  
ke  sekolah,  
mengusulkan 
peserta didik,  tanya 
ke dinas dan 
mencari informasi di 
internet, dan tanya 
ke bank.  
EP: kami berusaha 
mengusulkan peserta 
didik yang berhak 
diusulkan   
  
EP: Mengusulkan 
peserta didik  
DR: Langsung tanya 
ke dinas untuk 
meminta penjelasan 
dan mencari informasi 
dari internet.   
  
DR: bertanya  ke 





FK: Saya tanya ke 
bank penyalur tentang 
prosedur untuk 
mendapatkan dana 
PIP   
    
FK: langsung 
bertanya ke bank  
  ES: Bilang ke guru BK 
kalau notanya hilang  
ES: lapor ke guru 
BK kalau nota hilang  
  




dan dapat membeli 
perlengkapan 
sekolah  
13.  Apa saja dampak yang 
muncul setelah adanya 
PIP?   
  
SM: Kalau dampak 
itu yang merasakan 
pribadi siswa 
masingmasing mbak, 
kalau secara umum ya 
membantu memenuhi 
kebutuhan sekolah 





peserta didik  
TN:Bisa beli tas, buku, 
dan alat tulis lainnya   
  




memenuhi kebutuhan  
sekolah   
  
MR: Memenuhi 
kebutuhan sekolah  
DR: Terbantu, sangat 
terbantu  dalam 
memenuhi kebutuhan 




kebutuhan sekolah  
FK: Ya membantu 
memenuhi kebutuhan 
sekolah dan 
meringakan biaya  




kebutuhan sekolah  
ES: Bisa beli alat tulis 
yang dulunya belum 
bisa beli sekarang bisa 
beli   
  
ES: Memebeli 





















Catatan Lapangan I 
Hari/Tanggal: Rabu/16 Februari 2017 
Waktu: 08.00-09.00 WIB 
Tempat: SMA N 11 Yogyakarta 
Kegiatan: 1. Wawancara tentang PIP 
Deskripsi:  
Peneliti datang ke sekolah untuk pra observasi. Setelah menemui Humas 
selanjutnya peneliti wawancara dengan salah satu guru BK, dari hasil wawancara yang 
dilakukan ternyata tidak semua peserta didik yang diusulkan mendapatkan beasiswa PIP. 
Peserta didik yang sudah lulus tetap mendapatkan dana PIP. Penerima yang diusulkan 
melalui jalur PIP sudah tepat sasaran, tetapi yang melalui partai belum tepat sasaran, 
dikarenakan pekerjaan orangtua sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bagi guru BK, PIP 











Catatan Lapangan II 
Hari/Tanggal: Jumat/23 Maret 2017 
Waktu: 09.00-10.30 WIB 
Tempat: SMA N 11 Yogyakarta 
Kegiatan: 1. Konfirmasi ijin penelitian 
Deskripsi: 
Peneliti melakukan konfirmasi tentang ijin penelitian, selanjutnya koordinasi 
dengan subjek penelitian. Peneliti mewancarai bendahara sekolah, tetapi bendahara tidak 
terlibat dalam pelaksanaan PIP. Tugas bendahara hanya membantu waktu pengusulan. Jadi, 
bendahara sekolah tidak dapat dijadikan subjek penelitian. Bagian yang membuat surat 
keterangan adalah bagian wakasek kesiswaan. Selanjutnya peneliti melakukan observasi 
lingkungan fisik sekolah dan berpamitan. 
Catatan Lapangan III 
Hari/Tanggal: Senin/27 Maret 2017 
Waktu: 09.25-12.00 WIB 
Tempat: SMA N 11 Yogyakarta 
Kegiatan: 1. Wawancara dengan peserta didik penerima PIP 
2. Cek dokumentasi/arsip terkait PIP 
Deskripsi: 
Peneliti melakukan wawancara dengan peserta didik yang menerima beasiswa 
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu Muhammad 
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Rifki (Kelas XI IPS 3) saat jam istirahat pertama. Setelah melakukan wawancara peneliti 
memberikan snack kepada informan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Selanjutnya 
peneliti melakukan wawancara dengan Dhea Raka Nindya (kelas XII IPS 2). Dhea Raka 
menerima KIP pada awal kelas 12 tetapi sampai sekarang belum menerima dana PIP. 
Ketika tanya ke pusat melalui sms pengaduan, pusat meminta untuk melakukan pengusulan 
kembali tetapi sampai sekarang dana belum turun. Peserta didik yang menerima PIP ada 
yang tidak tahu siapa saja yang menerima PIP, sehingga tidak dapat melakukan evaluasi 
sesama penerima PIP. Peneliti memberikan snack kepada Dhea. Selanjutnya peneliti 
melakukan cek dokumentas,. Selanjutnya peneliti wawancara dengan Winda Mareta Sari 
(Kelas XII IPS 3) Setelah melakukan wawancara peneliti memberikan snack dan 
berpamitan. 
Catatan Lapangan IV 
Hari/Tanggal: Rabu/29 Maret 2017 
Waktu: 08.30-11.15 
Tempat: Dinas DIKPORA DIY 
Kegiatan: 1. Wawancara dengan bagian SMA 
Deskripsi: 
 Peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi 
DIY (DIKPORA). DIKPORA merupakan sumber data sekunder dalam penelitian tentang 
Program Indonesia Pintar. Peneliti bertemu dengan Pak Bowo dan selanjutnya melakukan 
wawancara dengan staff bagian SMA yaitu ibu Tini. Menurut informan, jalur pengusulan 
PIP tidak ada yang dari jalur partai. Pada tahun 2015 daya serap PIP pada jenjang SMA 
masih kurang. Peserta didik dari keluarga tidak mampu tetapi tidak mempunyai KIP atau 
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KPS dapat diusulkan oleh sekolah dengan format tertentu. Sumber daya manusia yang 
mengelola PIP tidak dikhususkan pada staf tertentu, semua ikut membantu. DIKPORA 
DIY tidak mengetahui peserta didik yang memperoleh KIP dan beasiswa PIP, karena Dinas 
Pendidikan Kota/Kabupaten tidak memberikan tembusan atau edaran tentang peserta didik 
yang diusulkan. Untuk SK Penerima PIP DIKPORA mendownload di web PIP. Setelah 
melakukan wawancara peneliti melakukan cek dokumentasi dan observasi fisik lingkungan 
DIKPORA DIY. Selanjutnya peneliti berpamitan. 
Catatan Lapangan V 
Hari/Tanggal: Kamis/30 Maret 2017 
Waktu: 09.30-11.45 WIB 
Tempat: SMA N 11 Yogyakarta 
Kegiatan: 1. Wawancara dengan peserta didik penerima PIP 
2. Meminta data di bagian TU tentang jumlah peserta didik dan jumlah guru. 
Deskripsi: 
Pukul 09.30 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Fajar Kurniawan (Kelas 
XII IPS 3). Fajar Kurniawan memperoleh PIP melalui jalur kartu (Kartu Perlindungan 
Sosial). Setelah melakukan wawancara peneliti memohon ijin untuk mendokumentasikan 
Kartu Indonesia Pintar milik saudara Fajar. Selanjutnya peneliti memberikan snack kepada 
Fajar sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah berpartisipasi. Selanjutnya peneliti 
menemui Guru BK untuk meminjam arsip terkait profil sekolah, peneliti diarahkan untuk 
meminjam arsip ke TU. Selanjutnya peneliti memperoleh data peserta didik dan guru di 
SMA N 11 Yogyakarta. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad 
Willyas (kelas XII IPS 5) pada pukul 11.05 WIB. Muhammad Willyas memperoleh 
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beasiswa PIP sejak kelas X. Setelah itu, peneliti memberikan snack kepada Muhammad 
Wilyas sebagai ucapan terimakasih karna sudah berpartisipasi. Selanjutnya peneliti 
menemui Hastri Dian (kelas XII IPS 1) tetapi peserta didik tersebut tidak memperoleh 
beasiswa PIP sehingga tidak jadi wawancara. Peneliti menemui Erry Susilo tetapi karna 
kondisi kelas tidak memungkinkan dan pergantian jam pelajaran maka wawancara ditunda. 
Catatan Lapangan VI 
Hari/Tanggal: Senin/3 April 2017 
Waktu: 11.30-12.20 WIB 
Tempat: SMA N 11 Yogyakarta 
Kegiatan: 1. Wawancara dengan Wakasek Humas 
2.  Wawancara dengan Erry Susilo (kelas XI IPS 1) 
Deskripsi: 
Peneliti menemui Pak Edi Prajoko selaku wakasek urusan humas SMA N 11 
Yogyakarta untuk koordinasi wawancara dengan kepala sekolah. Dikarenakan kepala 
sekolah sibuk maka wawancara diwakilkan oleh wakasek humas (Pak Edy Prajoko). 
Sekolah berharap bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dikelola oleh sekolah, 
sehingga sekolah mempunyai hak/wewenang mengawasi penggunaan dana PIP. Setelah 
melakukan wawancara dengan Pak Edy selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 
Erry Susilo (XI IPS 1). Menurut Erry Susilo, PIP masih kurang tepat sasaran, keluarga yang 
perekonomian kurang mampu tidak mendapat PIP tetapi keluarga yang perekonomiannya 
berada justru anaknya mendapat PIP. Setelah memperoleh data,  peneliti memberikan snack 




Catatan Lapangan VII 
Hari/Tanggal: Selasa/18 April 2017 
Waktu: 09.30-10.30 WIB 
Tempat: SMA N 11 Yogyakarta 
Kegiatan: 1. Wawancara dengan guru BK 
2.  Dokumentasi fasilitas SMA N 11 Yogyakarta 
Deskripsi: 
 Peneliti bertemu dengan Ibu Sri Muryatun selaku guru BK yang mengurusi tentang 
beasiswa PIP. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sri Muryatun tentang 
beberapa data yang masih kurang. Setelah wawancara selesai peneliti mohon ijin untuk 







































Lampiran 6. Dokumentasi Fasilitas dan kondisi SMA N 11 Yogyakarta 
  
Gambar 1. Halaman depan SMA N 11 
Yogyakarta 
Gambar 2. Ruang Piket 
 
 
Gambar 3. Ruang TU SMA N 11 
Yogyakarta 
Gambar 4. Ruang BK 
 
 






Gambar 7. Visi dan misi SMA N 11 
Yogyakarta 
Gambar 8. Slogan di SMA N 11 
Yogyakarta 
  
Gambar 9. Perpustakaan Gambar 10. Ruang OSIS 
 
 






Gambar 13. Sosialisasi PIP Gambar 14. Sosialisasi PIP 
